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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL 
USAHA KOPERASI PEGAWAI NEGERI  
DI KOTA SURAKARTA 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 
jumlah anggota, jumlah modal sendiri dan jumlah modal luar 
mempengaruhi jumlah Sisa Hasil Usaha koperasi pegawai negeri di kota 
Surakarta. Sehubungan dengan masalah tersebut diajukan tiga hipotesis, 
pertama, diduga jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap besarnya SHU koperasi, kedua, diduga modal sendiri berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap besarnya SHU koperasi, ketiga diduga modal 
luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya SHU koperasi 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data berupa data 
sekunder yang didapat dari pusat koperasi pegawai negeri. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 32 koperasi pegawai negeri dengan teknik 
simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. 
Metode analisis data adalah regresi linier berganda dengan pengujian 
statistik antara lain uji t. uji F dan  R2 serta uji ekonometrika ( 
multikolinearitas, heteroskedatisitas, autokorelasi). Peneliti menggunakan 
bantuan program Eview dalam proses pengolahan data. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota berpengaruh 
signifikan terhadap jumlah Sisa Hasil Usaha pada tingkat signifikansi 5% 
sedangkan jumlah modal sendiri dan modal luar tidak berpengaruh secara 
signifikan pada tingkat 5%.  
 Saran peneliti berdasarkan penelitian adalah:(i) jumlah anggota 
berpengaruh signifikan terhadap SHU, oleh karena itu bagi koperasi untuk 
meningkatkan pendapatan dilakukan dengan menambah variabel jumlah 
anggota agar SHU meningkat (ii) koperasi diharapkan mampu 
meningkatkan Sumber Daya Manusianya terutama pengelola koperasi 
sehingga dana yang ada dapat dikelola secara optimal (iii) bagi peneliti lain 
sebaiknya menambah jumlah variabel karena dengan tiga variabel hanya 
mampu memberikan kontribusi sebesar 57,06% berarti masih banyak 





Kata kunci:Sisa Hasil Usaha (SHU), jumlah anggota, jumlah modal sendiri, 
jumlah modal luar, deskriptif kuantitaif, teknik simple random 





A. Latar Belakang Masalah 
 Pelaku ekonomi di Indonesia dibagi menjadi tiga sektor yaitu pemerintah, 
swasta, dan koperasi. Pemerintah ikut berperan serta didalam kegiatan 
perekonomian melalui BUMN dan kebanyakan didirikan dengan tujuan mencari 
profit. Sektor swasta ikut berperan serta dalam perekonomian dengan tujuan 
mencari laba, sedangkan koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan 
para anggotanya, bukan mencari profit.Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 
menyebutkan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas 
kekeluargaan. Ayat ini mengandung esensi demokrasi ekonomi yaitu 
kemakmuran rakyat merupakan hal pokok yang diutamakan, produksi dalam 
organisasi dilakukan oleh semua anggota dan kepemilikannya oleh anggota 
sehingga dijadikan sebagai kontrol dalam pelaksanaan koperasi. Oleh karena itu 
dirasakan perekonomian yang cocok dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. 
 Koperasi dianggap sebagai suatu bentuk bangun usaha yang paling sesuai 
di Indonesia. Dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945 sesuai dengan dasar, jiwa, dan 
dorongan sistem ekonomi berorientasi pada sistem kerakyatan. Suatu bentuk bukti 
kebaikan koperasi terhadap masyarakat kecil yaitu adanya tuntutan keadilan 
tentang kemakmuran sosial atau kemakmuran bersama seluruh anggota. Koperasi 
merupakan pencerminan cita-cita agar kedaulatan rakyat melandasi bidang 
kehidupan ekonomi. 
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 Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sokoguru perekonomian Indonesia 
adalah koperasi. Jadi koperasi harus ditumbuhkembangkan dalam masyarakat. 
Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dapat diartikan bahwa 
koperasi harus dapat berperan sebagai penopang sistem ekonomi nasional. 
Dengan demikian diharapkan mampu memberikan sumbangan yang dominan dan 
memegang sektor-sektor yang srategis dalam perekonomian nasional. Dan mampu 
mengatasi berbagai persoalan perekonomian Indonesia seperti pengangguran, 
kemiskinan dan keterbelakangan (Ima Suwandi, 1985:187). Oleh karena itu 
kesadaran akan tujuan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan. Berbagai peraturan pemerintah 
tentang perkoperasian diperlukan untuk mempercepat pengenalan koperasi dan 
memberikan arah bagi pengembangan koperasi. 
 Struktur organisasi koperasi Indonesia yang terstruktur dari tingkat atas 
hingga tingkat bawah dengan hubungan yang cenderung terpusat sampai tingkat 
nasional merupakan salah satu penyebab kurang efektifnya peran organisasi 
koperasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Hal ini di masa datang harus 
diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang serta adanya 
sistem globalisasi yaitu di bidang ekonomi. Untuk mengatur struktur organisasi 
koperasi diperlukan peraturan tentang organisasi koperasi yaitu dengan penerapan 
UU No 25 Tahun 1992. 
 Pembangunan koperasi di Indonesia sebagai wadah ekonomi rakyat 
diharapkan dapat turut serta dalam mengurangi berbagai ketimpangan ekonomi, 
melaksanakan pemerataan untuk mencapai pertumbuhan yang menyeluruh, 
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menghapus ketergantungan ekonomi kelompok miskin dan menghapus 
kemiskinan. Koperasi mempunyai keunggulan untuk melaksanakannya dengan 
adanya partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi dengan meminimalisir 
pola hubungan atas-bawah dalam struktur organisasinya. 
 Anggota koperasi dapat mandiri dan lebih berkembang secara individu 
maupun secara bersama-sama sehubungan dengan aktifnya partisipasi menyeluruh 
dari anggotanya. Keadaan ini mengembangkan koperasi menjadi badan usaha 
yang mandiri, tangguh dan efisien sehingga mampu menghadapi berbagai 
problem ekonomi. Sumbangan koperasi harus ditingkatkan agar pemerataan 
pendapatan dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud. 
 Pemerataan yang diharapkan bukanlah suatu jenis pemerataan yang hanya 
mengambil dari satu golongan untuk kemudian didistribusikan kepada golongan 
masyarakat yang lainnya. Namun lebih pada peningkatan produktivitas dan 
efisiensi, pemerataan informasi skala ekonomi yang dapat tercipta apabila 
seseorang menjadi anggota koperasi ( M. Amin Aziz, 1987:76). Dimana selain 
menjadi pengguna jasa otomatis menjadi pemilik koperasi. 
 Koperasi memerlukan peran aktif anggotanya dalam segala kegiatan 
koperasi untuk dapat berkembang atas kekuatan sendiri. Peran aktif tersebut 
tercipta apabila ada perasaan memiliki sehingga secara efektif dapat mengambil 
bagian dalam pengambilan keputusan Koperasi. Para anggota juga berhak dan 
harus mampu menjalankan pengawasan atas jalannya usaha koperasi ( K. Tjilik 
Suwito, dkk, 1991:18) 
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 Salah satu bentuk peran serta anggota di dalam koperasi yaitu dalam hal 
penanaman modal di koperasi. Koperasi sebagai badan usaha memerlukan modal. 
Besar kecilnya lapangan usaha koperasi juga memerlukan sejumlah modal yang 
harus dihimpun baik dari anggota maupun sumber lain. Faktor modal dalam usaha 
koperasi adalah salah satu sarana yang turut menentukan majunya koperasi. 
Modal adalah suatu sarana yang berguna untuk produksi lebih lanjut. Modal 
diperoleh dari anggota, bukan anggota, pemerintah, badan usaha, koperasi lain 
dan bank. Modal dari anggota sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan 
wajib, simpanan sukarela dan modal yang terbentuk dari cadangan berbagai 
kegiatan yang dilakukan koperasi dalam usaha pencarian dana. 
Jenis koperasi ditentukan berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan 
ekonomi anggotanya. Untuk memisah-misahkan koperasi yang serba heterogen 
satu sama lainnya, bisa digunakan berbagai kriteria seperti lapangan usaha, tempat 
tinggal para anggota, golongan, fungsi ekonomi maupun profesi para anggotanya. 
Khusus dalam hal profesi, Revrisond Baswir (1997:103) mengartikannya sebagai 
suatu jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang-ornag yang memiliki keahlian 
atau kecakapan tertentu dan juga berdasarkan kode etik tertentu. Maka 
berdasarkan profesi anggotanya koperasi dapat dibedakan antara lain menjadi 
koperasi karyawan, koperasi pegawai, koperasi angkatan darat, koperasi 
mahasiswa, koperasi pedagang pasar dan sebagainya. 
 Koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan-golongan fungsional 
seperti pegawai negeri yang dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri 
(KPN) yang terdapat di Indonesia. Para anggota KPN adalah golongan 
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masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap dan relatif sedang atau rendah 
sehingga karenanya perjuangan KPN diarahkan untuk minimal dapat 
mempertahankan tingkat kehidupan anggotanya sebagai suatu landasan dan 
pangkal tolak untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan secara maksimal dapat 
memperbaiki kualitas hidup anggota-anggotanya ( Sumitro Joyohadikusumo dan 
Sri Edi Swasono, 1985 : 286). 
 Para Pegawai Negeri ini selanjutnya juga tergabung dalam Korps Pegawai 
Republik Indonesia. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan jaman 
dan keadaan, maka nama Induk Korps Pegawai Negeri (IKPN) pada tanggal 4 
April 1995 secara resmi telah diubah menjadi Induk Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (IKP-RI). Perubahan nama Koperasi Pegawai Negeri menjadi Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia dengan sendirinya diikuti oleh semua jenjang yang 
ada dibawahnya. Perubahan nama tersebut kemudian berakibat pada anggota 
koperasi yang semula hanya beranggotakan para pegawai negeri saja, namum kini 
karyawan dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah juga 
masuk didalamnya (Hendrojogi, 1998: 146-147). 
 Para pegawai negeri dalam suatu instansi atau dinas tertentu biasanya 
membentuk koperasi pegawai negeri mengingat dengan bekerjasama dalam 
koperasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu 
juga dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Koperasi ini bukan hanya 
dari kalangan anggota, orang lain selain anggota koperasi juga dapat 
memanfaatkannya. Dengan demikian koperasi mengemban tugas untuk 
menjalankan fungsi dan peran koperasi yaitu memperbaiki kedudukan ekonomi 
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dan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Koperasi Pegawai Negeri juga dapat dijadikan sebagai suatu wadah bagi para 
pegawai negeri yang ingin mengembangkan potensi kewirausahaan yang mereka 
miliki. 
 Dari latar belakang masalah seperti diatas, penulis tertarik untuk membuat 
penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil 
Usaha Koperasi Pegawai Negeri di Kota Surakarta”. Materi ini disajikan dengan 
harapan kondisi koperasi khususnya dalam perolehan SHU dapat dipahami lebih 
jelas lagi, terutama yang berkaitan dengan jumlah anggota, modal luar, jumlah 
modal sendiri. 
 
B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan penelitiannya sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pengaruh jumlah anggota mempengaruhi besarnya SHU 
koperasi? 
2. Bagaimana modal luar turut mempengaruhi besarnya SHU koperasi ? 
3. Bagaimana modal sendiri mempengaruhi besarnya SHU koperasi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui seberapa besar jumlah anggota mempengaruhi besarnya SHU 
koperasi. 
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2. Mengetahui seberapa besar modal luar turut mempengaruhi besarnya SHU 
koperasi. 
3. Mengetahui seberapa besar jumlah modal sendiri mempengaruhi besarnya 
SHU koperasi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
  Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini diharapkan mempunyai 
manfaat lebih lanjut yang dapat digunakan nantinya. Manfaat tersebut 
diantaranya yaitu 
    1. Bagi Peneliti: 
 Bagi peneliti sangat berguna dalam penerapan teori yang telah diterima 
dalam bangku kuliah untuk praktek penelitian yang sebenarnya dan juga 
sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang srata 1 di Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
     2. Bagi anggota, pengelola, pemerintah dan lembaga yang terkait hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam upaya 
meningkatkan partisipasi anggota dan keberhasilan usaha koperasi. 
     3. Bagi peminat masalah yang sama yaitu para ahli ekonomi, praktisi 
perbankan dan perkoperasian; mahasiswa yang sedang melakukan 
penelitian tentang hal yang sama, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan informasi tambahan dan bahan perbandingan untuk penelitian 
berikutnya. 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
     1. Pengertian Koperasi 
          Bagi Indonesia Koperasi merupakan suatu badan usaha yang datang   
dari luar. Sungguhpun demikian, badan usaha yang bukan asli Indonesia ini 
setelah beroperasi ternyata dapat berasimilasi dengan yang asli sebab 
mempunyai banyak kesamaan dalam cara bekerja (operasional). Yang asli 
Indonesia, misalnya, gotong royong cara bekerjanya bersifat kekeluargaan 
orang timur, sedangkan Koperasi cara bekerjanya bersifat rasional orang 
barat. 
          Kata Koperasi berasal dari bahasa Latin cooperere yang dalam 
bahasa Inggris menjadi cooperation berarti ’ bekerja sama’. Co berarti 
’bersama’ dan operation berarti ’bekerja’ atau ’berusaha’(to operate). 
  Para warga Koperasi di Indonesia terutama angkatan lama masih 
menuliskan Koperasi dengan kooperasi yang diambil dari kata bahasa 
Inggris atau dari kata bahasa Belanda yang bertuliskan cooperatie yang 
artinya sama dengan arti kata cooperation dari bahasa Inggris. Kata 
koperasi untuk pertama kalinya dikenal dalam Undang –Undang Nomor 79 
Tahun 1958 yang mengubah kata kooperasi menjadi koperasi. Jadi, apabila 
hanya dilihat dari asal katanya, koperasi berarti ’bekerja’ bersama atau 
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’berusaha bersama-sama’. Tetapi dalam ilmu ekonomi, koperasi 
mempunyai pengertian tersendiri. 
          Pada umumnya tiap peneliti, tiap negara, dan tiap peraturan 
memberikan definisi koperasi secara sendiri. Oleh karena itu sulit untuk 
memahami koperasi. Akan tetapi dari berbagai definisi itu ada kesamaannya 
sehingga gambaran tentang adanya kesatuan diantara perbedaan-perbedaan 
tersebut akhirnya diperoleh juga. Beberapa definisi dari berbagai sumber 
dapat dikemukaan sebagai berikut: 
a. Dalam ILO recommendation nomor 127 pasal 12 (1) dirumuskan: 
 “koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara 
sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui 
organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama 
berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung 
jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati 
manfaat usaha bersama tersebut, sesuai kontribusi permodalan yang 
diberikan orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut 
memanfaatkan organisasi tadi” 
 
 b. Menurut International Cooperative Allience (ICA) 
 “koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara 
sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi 
ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka 
milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis” 
 
 c. Dari berbagai pengertian koperasi Ibnu Soedjono (2000 
 “koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu 
secara sukarela untuk memenuhi kenutuhan-kebutuhan dan aspirasi-
aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang 
mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis” 
 
 d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok     
Perkoperasian (Panji, 1998:4): 
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 “koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak 
sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi 
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama 
berdasarkan atas asas kekeluargaan” 
 
 e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
“koperasi Indonesia adalah suatu badan usaha yang beranggotakan 
orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan segala 
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” 
  
 Definisi Koperasi yang diambil dari berbagai sumber ini menunjukkan 
bahwa Koperasi berkembang dimana-mana dan tidak kehilangan karakternya 
sebagai Koperasi yang tercermin dari definisi tersebut diatas. Adapun yang 
menyebabkan terpadunya berbagai definisi tersebut ke dalam satu pengertian yang 
utuh adalah kekhususan yang terkandung di dalamnya seperti berikut: 
1. Koperasi adalah organisasi dari orang-orang yang di dalam Undang- 
Undang No. 12 Tahun 1967 disebut sebagai kumpulan orang.orang. 
Mereka berkumpul karena mempunyai kesamaan kebutuhan ekonomi 
yang ingin dipenuhi, maka mereka membentuk perusahaan yang dikelola 
bersama. Itulah sebabnya banyak yang beranggapan bahwa koperasi 
berwajah ganda, yaitu sebuah kumpulan orang-orang yang sekaligus 
merupakan perusahaan bersama. Hal seperti itu akan menciptakan 
hubungan yang diatur dalam aturan hubungan organisasi antar anggota 
dan juga akan tercipta hubungan antar manusia yang ada, baik bersifat 
manusiawi maupun bersifat kodrati. Hal ini terasa sangat kuat pada 
koperasi primer karena anggotanya adalah manusia. 
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2. Koperasi adalah sebuah perusahaan di mana orang-orang berkumpul 
bukan untuk menyatukan uang atau modal melainkan sebagai akibat 
kesamaan kebutuhan ekonomi. Apabila dalam memenuhi kebutuhan 
ekonomi tersebut akhirnya diperoleh sisa hasil usaha (keuntungan), maka 
keuntungan tersebut dipergunakan untuk membiayai kelangsungan hidup 
koperasi, bukan untuk memperoleh keuntungan semata-mata. Hal 
tersebut tercermin dalam keanggotaan koperasi yang menyatakan bahwa 
masuknya seseorang menjadi anggota koperasi bukan atas dasar 
kesanggupan membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan 
sebagainya, melainkan adalah atas dasar dorongan kepentingan ekonomi 
masyarakat lingkungannya. 
3. Koperasi adalah perusahaan yang harus dapat memberikan pelayanan 
ekonomi kepada anggotanya dan masyarakat lingkungannya, operasinya 
bukan merupakan sebuah perusahaan yang harus memberikan pelayanan 
umum dan bukan pula sebagai perusahaan yang semata-mata mencari 
keuntungan. Operasi koperasi sebagai perusahaan yang berintikan orang-
orang adalah perpaduan aspek pelayanan dengan pencarian keuntungan. 
Oleh karena itu dalam pengelolannya dan dalam manajemennya, koperasi 
harus membatasi pemerasan tenaga manusia lain demi kepentingan 
sendiri demikian juga dalam menentukan kebijakan perusahaan harus 
dilaksanakan secara demokratis. Di Indonesia hal ini tercermin secara 
baik dalam operasi usaha yang didasarkan pada harga diri dan solidaritas. 
Dalam pengelolannya didasarkan atas kekeluargaan dan gotong royong 
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sedangkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan demokratis yaitu 
atas dasar musyawarah dan mufakat. Di sini jelas bahwa pengambilan 
keputusan bukan didasarkan kepentingan orang-orang yang paling besar 
menyetorkan uangnya sebagai modal koperasi yang bersangkutan, 
melainkan didasarkan pada kepentingan bersama. 
4. Koperasi adalah perusahaan yang didukung orang-orang sebagai 
anggotanya menghimpun kekuatan-kekuatan yang meliputi para 
penghasil barang, pemberi jasa, dan pemakai barang dan jasa yang ada. 
Kebutuhan bersama dari berbagai bidang tersebut merupakan 
pembentukan koperasi menurut jenisnya. Koperasi yang menghimpun 
seluruh kegiatan usaha itu dinamakan koperasi aneka usaha yang kadang-
kadang berbeda kepentingannya antar kelompok satu dengan kelompok 
yang lainnya. Meskipin demikian, dalam koperasi mereka dapat bersatu 
sebagai sesama manusia. Kepentingan yang berbeda itu disatukan ke 
dalam kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok koperasi sebagai satu 
keluarga yang mempunyai kepentingan yang lebih besar dan sama yaitu 
keadilan. 
5. Di Indonesia koperasi berwajah ganda bila dilihat dari tujuannya, sebab 
selain untuk memenuhi kebutuhan anggotanya ia juga merupakan alat 
yang sesuai untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. Jadi, 
selain memenuhi kebutuhan anggotanya koperasi juga berfungsi sebagai 
alat untuk mensukseskan progran pembangunan, baik program 
pembangunan dari kalangan masyarakat sendiri maupun yang diprakarsai 
pemerintah. 
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 Berdasarkan beberapa pengertian diatas bisa ditarik suatu kesimpulan, 
koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat, beranggotakan orang-perorangan 
atau badan hukum koperasi yang mempunyai landasan serta menggunakan asas 
kekeluargaan. 
 Nilai-nilai dalam koperasi merupakan salah satu aspek penting yang 
membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya, karena dalam nilai-nilai 
koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh badan usaha 
lainnya. 
 Prinsip menolong diri sendiri (self-help) percaya pada diri-sendiri (self-
reliance) dan kebersamaan (cooperation) dalam lembaga koperasi akan dapat 
melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat 
ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, 
apabila para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi 
sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai. 
 
2. Landasan Koperasi Indonesia 
   Adapun landasan- landasan Koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut: 
a. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila. Hal ini tidak dapat lain 
dari itu, karena landasan idiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. 
Pancasila adalah falsafat Negara Republik Insonesia dan sudah menjadi 
pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila kita harus 
pula merupakan dasar-dasar di dalam kehidupan koperasi Indonesia. Sila-sila 
yang tercantum di dalam Pancasila kita itu harus pula menjadi falsafah hidup 
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dan aspirasi anggota-anggota koperasi Indonesia. Pancasila harus dihayati 
dan diamalkan oleh anggota-anggota Koperasi Indonesia. 
   b. Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah UUD 1945. Hal ini seperti 
juga halnya Pancasila tidak dapat lain dari itu, karena landasan struktural 
Negara Republik Indonesia adalah UUD 1945. Rakyat Indonesia telah 
bertekad bulat untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 
Gerak langkah Koperasi Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan 
dengan Pancasila dan UUD 1945. 
   c. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah: 
       1. UUD 1945 pasal 33 serta penjelasannya 
       2. Ketetapan MPR nomor: II/ MPR/1983 tentang GBHN 
       3. UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi 
       4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 
          Jadi Koperasi Indonesia seharusnya tidak akan mengalami hambatan, 
apalagi tantangan dari pihak siapa atau mana pun. Bahkan pemerintah 
berkewajiban untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, pengawasan, dan 
perlindungan kepada koperasi Indonesia, agar koperasi Indonesia mampu 
menjamin kemajuan dan kesejahteraan bersama. Seperti juga anjuran 
Presiden Soeharto,” Koperasi harus menjadi sokoguru ekonomi nasional kita 
yang menjamin kemajuan san kemakmuran bersama”. Pemerintah dan rakyat 
Indonesia harus berusaha agar Koperasi Indonesia benar-benar mampu 
melaksanakan pasal 33 UUD 1945. Koperasi Indonesia harus dibuat mampu 
 15 
turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 
    d. Koperasi Indonesia harus diberi landasan mental. Anggota-anggota Koperasi 
Indonesia, terutama pengurus-pengurusnya harus diusahakan agar memiliki 
kesadaran berkoperasi dan harga diri yang tinggi. Anggota-anggota Koperasi 
Indonesia harus memiliki kepercayaan akan kemampuan yang ada pada 
mereka sendiri. Landasan mental ini diperlukan oleh koperasi untuk 
menghadapi segala rintangan dan hambatan. Landasan mental ini mutlak 
harus ada bagi koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran 
bersama. 
 
3. Tujuan, Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi Indonesia 
       a.  Tujuan Koperasi 
Tujuan koperasi dapat dilihat dalam Bab II pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992. Menurut pasal tersebut, koperasi Indonesia 
bertujuan sebagai berikut: 
“koperasi Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 
adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang –Undang 1945” 
 
          Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi 
Indonesia bertujuan untuk: 
1) memajukan kesejahteraan anggotanya 
2) memajukan kesejahteraan masyarakat 
3) ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional 
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b.    Fungsi dan Peran Koperasi 
       Koperasi sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat selalu berupaya untuk 
memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Koperasi sebagai sebuah 
lembaga tentu memilki beberapa fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan 
koperasi adalah: 
1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. 
2) berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas manusia dan 
masyarakat. 
3) memperkokoh perekonomian nasional sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 
gurunya. 
4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi. 
  Fungsi dan peranan koperasi yang disebutkan diatas ditetapkan 
berdasarkan atas kepentingan dan tujuan ekonomi anggotanya, karena 
koperasi didirikan dalam rangka menunjang peningkatan kondisi ekonomi 
rumah tangga anggotanya. 
 
c. Prinsip-Prinsip Koperasi 
ICA (1999) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah: 
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Pertama : Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang 
yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia 
menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi 
gender, sosial, rasial, politik, dan agama. 
Kedua  : Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para 
anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan 
kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-
keputusan. 
Ketiga  : Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan 
secara demokratis, modal dari koperasi mereka. 
Keempat: Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang 
menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya. 
Kelima : Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para 
wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat 
memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan 
koperasi. 
Keenam : Koperasi dapat memberikan pelayanan efektif kepada para 
anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara 




4. Ide, Sendi Dasar dan Praktek Koperasi 
          Koperasi telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada yang secara 
ketat mengikuti prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh para pelopor pendiri 
koperasi dari Rochdale yang dikenal sebagai aliran ortodok, tetapi adapula yang 
mendirikan koperasi yang menyimpang dari sendi dasarnya. 
          Dari berbagai koperasi yang berkembang sampai sekarang di 
berbagai negara, pada dasarnya sama landasan cita-citanya walaupun sendi 
dasarnya berbeda rumusannya. Hal seperti ini banyak terjadi di negara-negara 
sedang berkembang sebab disesuaikan dengan tujuan pembangunan di masing-
masing negara. 
          Berikut ini akan diberikan gambaran tentang berbagai ide yang 
melahirkan sendi-sendi dasar dan bagaimana prakteknya yang diambil dari 
berbagai negara seperti yang pernah diuraikan oleh Hans H. Munker dalam 
Revrisond Baswir dalam bukunya Cooperative Principle and Cooperative Law. 
Ada beberapa sendi dasar koperasi yang tidak berubah dimanapun tempatnya, 
yaitu: 
    a. Solidaritas, merupakan landasan utama dari pembentukan koperasi pada awal 
pertumbuhannya sebab mereka yang mendirikan koperasi itu berkelompok 
dan bersatu untuk mencapai tujuan yang disadari bersama. Apabila koperasi 
tidak didasari rasa setia kawan yang kuat maka ia akan rapuh. Itu sebabnya 
solidaritas itu menjadi landasan utama lahirnya organisasi koperasi yang 
harus mampu berdiri sendiri. 
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          Dari ide dasar ini berkembang menjadi sendi dasar koperasi di 
berbagai negara, seperti rumusan berikut ini. Koperasi adalah organisasi 
orang-orang. Koperasi adalah organisasi yang harus selalu memberikan 
pelayanan ekonomi yang baik kepada para anggotanya. Koperasi adalah 
badan usaha yang mandiri. 
          Dari sendi dasar tersebut dibentuk peraturan pelaksanaan koperasi, 
seperti undang-undang koperasi, dekrit dan Anggaran Dasarnya, yang 
kesemuanya itu menjadi landasan kerja koperasi. Koperasi yang dibentuk 
atas dorongan sendi  dasar ini dapat berupa, sebagai berikut. Koperasi yang 
anggotanya terdiri dari orang-orang disebut koperasi primer. Apabila 
anggotanya terdiri dari banyak organisasi koperasi disebut pusat koperasi, 
gabungan koperasi, atau koperasi sekunder. 
   b. Demokrasi, merupakan perwujudan dari protes terhadap struktur sosial yang 
tidak adil karena masyarakat pada waktu itu terlalu mementingkan uang dan 
mengabaikan nilai-nilai manusia dalam berbagai tindakan ekonomi, sehingga 
kesamaan derajat manusia sangat didambakan dalam bentuk usaha ekonomi. 
          Rumusan sendi dasar koperasi untuk ide demokrasi ini, yaitu adanya 
manajemen koperasi yang harus dilaksanakan secara demokratis sehingga 
kontrol dapat dilaksanakan oleh manusia yang sama derajatnya itu. Di 
samping itu pelaksanaan kontrol harus pula dilakukan secara terbuka oleh 
setiap anggota dari koperasi yang bersangkutan sebab kesamaan derajat dari 
manusia itu tercermin dari hak satu orang satu suara, dan kekuasaan tertinggi 
pada koperasi ada di tangan rapat anggota. 
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          Tiap undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang ada pada 
koperasi di negara manapun di dunia ini rumusanya berbeda-beda. 
Sungguhpun demikian, dalam prakteknya tercermin ide demokrasi , yang 
terlihat dari tindakannya, misalnya dalam pengambilan keputusan , yaitu satu 
orang satu suara, dan dilaksanakan secara musyawarah. Pemungutan suara 
tidak perlu dilakukan kalau tidak terpaksa. Rapat anggota merupakan 
kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengawasan, baik langsung maupun 
tidak langsung dapat dilakukan secara terbuka. 
   c. Kemerdekaan, merupakan ide dasar yang ingin bebas didalam segala 
tindakannya. Hal ini perlu sebab bila tidak ada kebebasan dalam bertindak 
akan kehilangan identitas. Koperasi sebagai satu sistem akan runtuh bila 
kebebasan dalam bertindak tidak dimilikinya. Koperasi sebagai organisasi 
memang merupakan bentuk protes yang ingin merdeka dari kungkungan 
lingkungan yang dirasakan membelenggu ekonominya. 
          Ide kemerdekaan ini melahirkan sendi dasar keanggotaan pada 
koperasi harus didasarkan kepada kesukarelaan dan kebebasan untuk keluar 
masuk menjadi anggota koperasi. Berbagai praktek perkoperasian yang 
didasarkan atas ide kemerdekaan ini benar-benar mencerminkan kebebasan 
dalam segala tindakan, misalnya anggota bebas keluar masuk menjadi 
anggota koperasi, bebas untuk berusaha sendiri (swadaya), bebas untuk 
mengerjakan pekerjaan atas kemampuan sendiri (swakerta), dan bebas 
berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri (swasembada). Jadi, segala 
tindakan yang dilakukan koperasi bertujuan untuk dapat berdiri sendiri. 
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Kenyataan menunjukkan bahwa koperasi bebas mengadakan kontrak kerja 
dengan siapa pun sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari. 
   d. Altruisme, adalah lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada 
kepentingan diri sendiri. Ide ini sangat besar pengaruhnya dalam dunia 
perkoperasian, karena dasarnya kemanusiaan. Ide ini melahirkan sendi dasar 
keanggotaan koperasi harus terbuka bagi siapa saja tanpa mengenal warna 
kulit, aliran politik, dan agama seseorang. Selain itu, ide altruisme ini 
mewarnai adanya perhatian koperasi bukan saja terhadap para anggotanya 
tetapi juga terhadap perbaikan daerah kerja dan masyarakat lingkungannya. 
          Di dalam praktek perkoperasian, ide altruisme ini dijadikan sebagai 
dasar oleh koperasi di berbagai negara yang tidak membolehkan dana 
cadangan dibagi-bagikan. Anggota koperasi tidak boleh menuntut dalam 
bentuk apapun terhadap dana cadangan koperasi sebab pada prinsipnya 
cadangan tersebut adalah milik koperasi yang hanya boleh digunakan untuk 
kepentingan koperasi. Di sinilah  arti ide altruisme yang sangat penting bagi 
koperasi yang telah dipraktekkan oleh koperasi di Indonesia, bahwa setelah 
likuidasi suatu koperasi tidak dibenarkan untuk membagi-bagikan kekayaan 
koperasi.  
   e. Keadilan, adalah suatu ide yang penting terutama di bidang ekonomi. Ide 
keadilan ini selalu didambakan oleh mereka yang berkumpul dalam koperasi. 
Keadilan di dalam ekonomi harus didasarkan pada pemikiran tentang jasa 
seseorang dalam kegiatan usaha koperasi. Jadi, keadilan tidak didasarkan 
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pada yang berkembang untuk kelangsungan hidup koperasi yang 
bersangkutan. 
          Dari ide keadilan ini lahirlah sendi dasar koperasi, yaitu pembagian 
sisa hasil usaha yang didasarkan pada jasa masing-masing anggota, dan 
pembatasan bunga atas modal yang ditanamkan dalam koperasi. Kedua sendi 
dasar ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan usaha koperasi. 
          Dalam prakteknya sendi dasar ini banyak koperasi yang 
merumuskannya dengan membatasi imbalan yang diberikan kepada mereka 
yang mendatangkan keuntungan atau sisa hasil usaha koperasi atau dengan 
perkataan lain, sisa hasil usaha dibagi-bagikan sesuai dengan jasa seseorang 
terhadap koperasi. 
    f. Ekonomi, merupakan nadi koperasi sebab dari semula dibentuknya, koperasi 
ingin menerapkan kemerdekaan, demokrasi, keadilan, dan rasa setia kawan 
atau solidaritas di bidang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini koperasi bukan 
sebagai organisasi sosial. 
          Dari ide ekonomi ini di beberapa negara lahir sendi dasar efisiensi 
dalam tindakan ekonomi koperasi yang terasa efeknya pada penambahan 
anggota, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. 
          Dalam prakteknya sendi dasar ini menimbulkan atau melahirkan 
petunjuk tentang penggunaan manajemen modern dalam mengelola koperasi. 
Akan tetapi dalam menentukan kebijaksanaan, koperasi tidak boleh 
menyimpang atau bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Peraturan 
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tentang perlunya ada karyawan yang bekerja secara penuh waktu di kantor 
juga didasarkan atas sendi dasar ini.   
    g. Peningkatan kesejahteraan, merupakan suatu ide yang dibentuk dari berbagai 
ide yang lain. Peningkatan kesejahteraan sangat dikehendaki oleh para 
pembentuk koperasi setelah koperasi bekerja sebagai organisasi masyarakat 
dan sekaligus sebagai badan usaha. Dari ide ini lahir sendi dasar koperasi 
yang berkaitan dengan pendidikan seperti perlu adanya pendidikan 
perkoperasian secara terus-menerus. 
          Peningkatan kesejahteraan di dalam praktek perkoperasian 
diwujudkan dalam bentuk kegiatan, misalnya pengangkatan seorang manajer 
koperasi harus memenuhi syarat pendidikan tertentu. Koperasi mengadakan 
pendidikan dan latihan baik bagi pengurus, pengawas, anggota, maupun bagi 
para karyawannya demi kelestarian hidup baik ide atau cita-cita koperasi itu 
sendiri maupun kelanjutan kegiatan usahanya. Di negara-negara yang sedang 
melaksanakan pembangunan, pemerintahnya membantu usaha peningkatan 
kesejahteraan anggota koperasi melalui pendidikan dan latihan. 
          Penjelasan tentang kaitan antara ide, sendi dasar, dan praktek 
perkoperasian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang adanya 
kesimpangsiuran yang terjadi di masyarakat hingga sekarang. 
          Kalau diperhatikan undang-undang yang berlaku tentang 
perkoperasian dan peraturan yang ada serta ide yang menjadi landasan untuk 
membentuk koperasi di Indonesia semuanya sudah jelas.    
   
 24 
5. Keanggotaan Koperasi 
     Didalam koperasi, anggota-anggotanya mempunyai hak sebagai pemilik 
serba bisa menjalankan sebagai pelanggan atau pemakai. Hal ini sering disebut 
sebagai prinsip identitas ganda. Prinsip identitas ganda inilah yang 
membedakan antara koperasi dengan badan usaha lain.  
     Prinsip identitas ganda ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Hanel, 
seorang guru besar dari Marburg, Jerman. Menurut Hanel prinsip identitas 
ganda melihat anggota koperasi berperan sekaligus dua macam, sebagai pemilik 
dan sebagai pelanggan. 
     Sebagai pemilik, anggota koperasi harus aktif dalam Rapat Anggota 
Tahunan (RAT), sebagai pelanggan mereka harus rajin mengkonsumsi barang 
dan jasa koperasi yang telah disediakan untuk anggotanya. Sebagai pemilik 
anggota juga harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ikut 
memilih pengurus koperasi, membayar simpanan-simpanan yang telah 
ditetapkan, mengajukan usul dan saran-saran serta ikut menikmati hasil 
koperasi (Soewardi, 1995 : 11). 
     Proses pertumbuhan dari prinsip identitas ganda terjadi secara 
berangsur-angsur alias bertahap sedikit demi sedikit. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhinya bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 
internal ini bisa berupa pengaruh kepemimpinan koperasi dan pengaruh 
pergaulan dengan sesama anggota koperasi. Adapun faktor ekternal misalnya 
ada pemaksaan untuk berlangganan kepada koperasi.  
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  Perilaku anggota koperasi sebagai pelanggan dipengaruhi oleh ( Soewardi, 
1995:49): 
a. Letak tempat pelayanan koperasi. 
b. Cara-cara melayani anggota. 
c. Harga barang-barang dan jasa yang disediakan 
          Menurut faktor eksternal, adanya alternatif lain dalam koperasi seperti 
memberi harga yang lebih murah agar anggota mau membeli di koperasi. 
Perilaku anggota koperasi sebagai pemilik, mempunyai hubungan yang lebih 
kompleks. Sebagai pemilik, anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban. 
Anggota koperasi mempunyai hak untuk memilih pengurus dan pengawas, 
serta ikut ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Dari hal 
tersebut, harus dicari bagaimana upaya-upaya kita untuk memajukan 
perkoperasian Indonesia dari melihat dari sisi anggota koperasi sebagai 
pemilik dan anggota sebagai pemakai terhadap keberhasilan usaha koperasi. 
     Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan 
seperti koperasi, dipihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik 
berkewajiban memberikan kontribusi kepada organisasinya. Dipihak lain 
anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau 
manfaat dari organisasi koperasi. Dengan kedua fungsi tersebut, anggota 
koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu 
kelembagaan ekonomi. Dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan 
dan hak serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan 
anggota dapat diuraikan menjadi: 
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a. Pemilik, pemakai sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan). 
b. Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kesadaran 
rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan 
ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, 
maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam 
suatu komunal. 
c. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warganegara 
yang memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi koperasinya. 
d. Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya; (1) memiliki 
rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya, 
(2) memiliki keyakinan bahwa hanya bergabung bersama-sama maka 
kepentingan ekonomi dan sosialnya secara bersama-sama akan dapat 
diselesaikan, (3) memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya. 
e. Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat 
kesadaran rasional dari orang-orang yang ; (1) merasa cocok bila mereka 
melakukan kegiatan tolong – menolong khususnya dalam bidang ekonomi, 
(2) merasa kuat bila mereka bersatu menjadi anggota koperasi, (3) merasa 
tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya. 
Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Keinginan untuk 
masuk menjadi anggota dan keluar tergantung pada kemauan setiap anggota. 
Namun demikian, keanggotaan seseorang akan berakhir bila: 
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a. Meninggal dunia 
  Bila seseorang telah meninggal, maka status keanggotaannya berakhir 
pada saat ia meninggal dan tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya. 
b. Minta berhenti atas kehendak sendiri 
  Bila seseorang mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengurus 
untuk berhenti menjadi anggota, maka permintaan tersebut akan dibicarakan 
dalam rapat pengurus dan sekaligus akan ditentukan mengenai pengembalian 
simpanan-simpanannya di dalam koperasi, yaitu setelah dikurangi 
kewajibannya yang mungkin belum dilunasi. Bila keadaan tidak 
memungkinkan, maka pengembalian simpanan-simpanan itu akan ditentukan 
oleh pengurus menurut tata cara yang tidak merugikan koperasi dengan 
memperhatikan pula kepentingan anggota yang berhenti tersebut. 
c. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan 
  Sebagai misal, jika seorang anggota koperasi berganti mata pencaharian, 
maka keanggotaannya dapat berakhir saat itu juga. Demikian pula bila ia 
pindah alamat sehingga keluar dari daerah kerja koperasi yang bersangkutan. 
Sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar koperasi, maka keanggotaannya 
dapat dinyatakan gugur. 
d. Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota 
  Bila seseorang anggota tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak 
membayar simpanan wajib yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar, dan 
ternyata hal itu dilakukan dengan sengaja untuk merugikan koperasi, maka 
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anggota tersebut bisa dihapuskan status keanggotaannya (Revrisond Baswir, 
1997 : 135). 
 
6. Perangkat Organisasi Koperasi 
   a. Rapat Anggota  
       1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaaan tertinggi dalam koperasi 
       2) Rapat anggota menetapkan: 
 - Anggaran dasar. 
- Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha 
koperasi. 
 - Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. 
 - Rencana kerja, RAPB koperasi, dan pengesahan laporan keuangan. 
- Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan 
tugas. 
 - Pembagian SHU. 
 - Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. 
    3) Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk 
mencapai mufakat. 
     4) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka 
pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. 
     5)   Setiap anggota mempunyai hak satu suara. 
     6) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban 
pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. 
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     7) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam satu tahun. 
     8) Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah 
tahun buku lampau. 
b. Pengurus 
   1) Tugas pengurus: 
 - Mengelola koperasi dan usahanya. 
 - Mengajukan rancangan rencana kerja. 
 - Menyelenggarakan Rapat Anggota 
- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas 
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 
 - Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. 
   3) Wewenang pengurus: 
 - Mewakili koperasi didalam dan di luar pengadilan. 
- Memutuskan penerimaan dan penolakan anggaran baru dan 
pemberhentiannya. 
- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan 
koperasi sesuai tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. 
   4) Pengelolaan koperasi: 
- Pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer dan karyawan) untuk 
mengelola usaha koperasi. 
 - Rencana pengangkatan pengelola diajukan dalam Rapat Anggota. 
 - Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. 
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 - Adanya pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. 
   5) Tanggung jawab pengurus atas kerugian koperasi: 
- Kerugian karena tindakan kesengajaan atau kelalaian pengurus, 
ditanggung bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh pengurus. 
 - Kerugian karena kesengajaan, pengurus dapat pula dituntut oleh umum. 
   6) Rapat Anggota Tahunan (RAT): 
- Satu bulan sebelum RAT, pengurus menyusun laporan tahunan yang 
memuat sekurang-kurangnya terdiri dari: neraca, perhitungan hasil 
usaha, dan penjelasannya serta keadaan usaha koperasi dan hasil usaha 
yang dapat dicapai. 
 - Laporan tahunan ditandatangani semua anggota pengurus. 
c. Pengawas 
   1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota 
   2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. 
   3) Tugas pengawas: 
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan 
 - Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 
   4) Wewenang pengawas: 
 - Meneliti catatan yang ada pada koperasi. 
 - Mendapatkan segala keterangan yang diperlukannya. 




7. Penjenisan Umum Koperasi 
    a. Penjenisan Koperasi Atas Dasar Kelompok Yang Dilayani 
          Penjenisan koperasi yang pertama adalah didasarkan atas kelompok 
yang dilayani. Pendekatan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah menurut 
kepentingannya yaitu kebutuhan yang dirasakan mendesak sehingga 
berusaha mengatasinya dengan cara menyatakan diri dengan membentuk 
koperasi misalnya koperasi pertama yang dianggap berhasil yaitu koperasi 
Rochdale. Jenis koperasi ini adalah koperasi konsumen karena koperasi ini 
melayani konsumen. Selain itu juga koperasi yang berkembang di Jerman 
Barat yang terdiri dari kelompok pedagang dan kelmpok petani. Penjenisan 
koperasi atas dasar kelompok yang dilayani ini masih dapat di kelompokkan 
lagi sebagai berikut: 
1) Koperasi pemakai atau koperasi konsumsi 
  Koperasi pemakai atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang 
dibentuk oleh orang-orang yang memakai barang atau memakai jasa. 
Istilah pemakai berarti bukan saja untuk dipergunakan tetapi juga untuk 
dimakan, dimanfaatkan dan sebagainya. Pada tahun-tahun sebelum 
pemerintah ORDE BARU koperasi semacam ini dikenal dengan nama 
koperasi konsumsi. Didalam bahasa Indonesia istilah konsumsi berarti 
pemakaian. Pemakaian kata konsumsi untuk jenis yang dimaksud menurut 
penulis kurang tepat sebaiknya dipakai kata konsumen yang berarti 
pemakai. Jadi koperasi untuk jenis ini lebih tepat dinamakan koperasi 
konsumen atau koperasi pemakai, sebab kelompok yang bersatu untuk 
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membentuk koperasi adalah para pemakai. Koperasi konsumen ini masih 
dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Penjenisannya didasarkan atas apa 
yang dipakai, apakah barang, uang, atau jasa. Adapun koperasi para 
pemakai menurut jenis yang dipakai adalah sebagai berikut. 
a) Koperasi yang dibentuk oleh para pemakai untuk dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari mereka seperti beras, gula pasir, dan sebagainya. 
Koperasi jenis ini berusaha memberikan pelayanan tidak saja kepada para 
anggotanya tetapi juga memberikan pelayanan kepada bukan anggotanya 
dengan maksud untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan 
usahanya. Kecenderungan untuk dapat berkembang koperasi jenis ini 
berusaha memproduksi sendiri apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. 
Misalnya kumpulan koperasi konsumen di Inggris yang memiliki pabrik 
teh sendiri dan kumpulan beberapa koperasi konsumen di beberapa negara 
Eropa yang memiliki pabrik coklat sendiri. Koperasi ini semula 
berorientasi kepada anggota kemudian kepada pasar. 
b) Koperasi Simpan Pinjam. Kelompok kedua dari koperasi pemakai ini 
adalah kelompok pemakai uang yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi 
ini dibentuk oleh sekelompok orang yang ingin memakai uang untuk 
tujuan tertentu dengan jalan mengumpulkan uang terlebih dahulu pada 
koperasi kemudian dapat dipinjam untuk keperluan tertentu. Koperasi 
jenis ini mulai berkembang di Jerman kemudian dikenal pula di negara-
negara lain. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan dasar yang kokoh 
tentang kemampuan koperasi untuk berdiri atas kekuatan sendiri. Dari 
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berbagai jenis koperasi yang lain, koperasi simpan pinjam yang berdiri 
atas kekuatan sendiri hanya melayani anggotanya saja.  
c) Bank Koperasi, Bank koperasi tidak banyak bedanya dengan koperasi 
simpan pinjam. Perbedaannya hanya terletak pada kelompok yang dilayani 
yaitu pada bank koperasi kelompok yang dilayani lebih luas, dan yang 
membentuknya juga lebih luas. Pada bank koperasi yang dilayani adalah 
koperasi-koperasi yang berbadan hukum yang membutuhkan modal, 
karena tidak dapat dipenuhi oleh kekuatan modalnya sendiri padahal 
usahanya berkembang terus. 
d) Credit Unions. Di banyak negara berkembang satu jenis koperasi pemakai 
yang sering disebut dengan nama C.U. atau Credit Unions. Koperasi jenis 
ini dibentuk oleh sekelompok orang dengan jalan membeli saham para 
anggotanya. Dalam prakteknya koperasi ini dapat memberikan pinjaman 
bagi para anggotanya dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah 
simpanannya dan dengan bunga rendah. Atas dasar peraturan yang ada 
C.U. adalah sama dengan Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Indonesia. 
e) Koperasi Pemakai jasa. Jenis koperasi pemakai adapula yang didasarkan 
pada pengelompokkan para pemakai jasa, bukan saja pemakai barang dan 
pamakai uang. Yang dimaksud jasa di sini adalah perbuatan yang baik atau 
berguna, misalnya koperasi perumahan, koperasi rumah sakit dan 
sebagainya. Koperasi pemakai jasa ini dibentuk oleh para pemakai dan 
atau pemberi jasa dengan tujuan untuk memanfaatkan jsa koperasi. 
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Perkembangan koperasi ini selanjutnya menunjukkan bahwa ada yang 
mempraktekkan campuran dari pemakai dan pemberi jasa. 
f) Koperasi Rumah Sakit. Koperasi Rumah Sakit berkembang dengan baik di 
Srilanka. Di Amerika Serikat berkembang koperasi yang bernama Health 
Coop, yang kegiatannya adalah memberikan perawatan yang murah 
kepada masyarakat. Anggota masyarakat yang ingin mendapatkan 
pelayanan dari koperasi tersebut harus membayar terlebih dahulu sebagai 
tanda anggota. Dengan demikian, koperasi baru dapat melakukan 
pengontrolan atau perawatan kesehatan. Dibentuknya koperasi ini 
terutama sebagai akibat tingginya biaya perawatan kesehatan di negara 
tersebut.  
g) Koperasi Asuransi. Koperasi asuransi adalah koperasi yang dibentuk oleh 
anggota secara perseorangan dan oleh berbagai badan usaha koperasi 
dengan membayar premi secara teratur. Tujuan koperasi ini adalah untuk 
memberikan jasa atas resiko yang timbul bagi seseorang atau badan usaha 
koperasi. Resiko tersebut, misalnya akibat kebakaran, akibat kecelakaan, 
kematian dan akibat tertimpa musibah lainnya. Apabila hal itu terjadi, 
koperasi dapat menutup kerugian yang diderita anggota atau bagi yang 
meninggal koperasi dapat memberikan jasa kepada para pewarisnya.    
2) Koperasi Kelompok Kerja. Yang diartikan dengan kelompok kerja di sini 
adalah mereka yang bekerja yang menjadi anggota koperasi, seperti para 
pegawai negeri, buruh tentara dan sebagainya. Di Indonesia mereka dikenal 
sebagai koperasi fungsional. 
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3) Koperasi kelompok pemuda atau pelajar. Termasuk dalam koperasi jenis ini 
adalah koperasi para pelajar atau siswa, pramuka, dan sebagainya 
4) Koperasi kelompok strategis. Termasuk dalam jenis ini yang berkembang di 
Indonesia misalnya adalah koperasi wanita, koperasi pemuda, koperasi 
transmigran dan sebagainya 
b. Penjenisan Koperasi Atas Dasar Kelompok Penghasil 
     Koperasi yang dibentuk oleh kolompok penghasil di beberapa negara 
dibagi menjadi dua yaitu kelompok penghasil bidang pertanian dan kelompok 
penghasil bidang non pertanian seperti pekerja bengkel dan sebagainya. Di 
dalam uaraian berikut ini pola seperti itu tetap dipergunakan yaitu penghasil 
yang tergantung dari alam (pertanian) dan penghasil yang dititik beratkan pada 
budi daya manusia.  
     Pada koperasi-koperasi yang bergerak dibidang pertanian biasanya 
menyediakan benih, pupuk, obat-obat pembasmi hama karena petani 
memerlukannya. Di beberapa negara banyak petaninya yang membentuk 
koperasi pembelian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang 
yang menyangkut pertanian. Selain itu juga bertujuan untuk memperkokoh 
kekuatan sesama petani sehingga tidak terjadi persaingan harga barang. Dengan 
demikian harga barang pertanian dapat ditekan serendah mungkin. 
     Tidak jarang pula petani membentuk koperasi pengolahan hasil 
pertanian mereka yang berjumlah besar. Biasanya koperasi pengolahan 
disatukan dengan koperasi pemasaran. Sebelum membentuk koperasi, banyak 
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petani yang membentuk pusat-pusat kegiatan yang lebih dikenal dengan istilah 
pooling. 
     Pembentukan koperasi pengolahan bertujuan untuk menekan ongkos 
pengolahan serendah mungkin, sehingga hasil yang diperoleh dalam pemasaran 
akan lebih baik. Di samping itu, juga bertujuan untuk membasmi persaingan 
dalam pemasaran. 
     Bentuk koperasi kelompok penghasil industri agak berbeda dengan 
bentuk koperasi dari kalangan petani. Koperasi yang bergerak dalam kelompok 
penghasil industri di bagi dua, yaitu pekerja-pekerja yang bersatu dalam 
menghasilkan satu bentuk produk dan pengusaha-pengusahanya yang bersatu 
membentuk koperasi. Kelompok pertama dikenal sebagai koperasi pekerja 
sedangkan kelompok yang kedua dikenal dengan koperasi pengusaha. Kedua 
bentuk koperasi dari kelompok penghasil industri ini di jumpai di Indonesia, 
misalnya Koperasi Kerajinan Tangan, Koperasi Industri Sepatu, Koperasi Batik 
dan sebagainya. 
c. Penjenisan Koperasi Atas Dasar Komoditi 
     Penjenisan koperasi atas dasar komoditi mulai dikenal di Indonesia 
sekitar tahun 60-an. Di dalam Undang-Undang Koperasi No.12 tahun 1967 juga 
tercantum pengaturan tentang koperasi atas dasar komoditi ini, khususnya di 
daerah monokultur untuk produk tertentu. Adanya koperasi karet, koperasi 
kopra, koperasi perikanan, dan koperasi menurut jenis komoditi lainnya, 
pembentukannya didasarkan atas komoditi yang diusahakan. 
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     Koperasi yang dibentuk atas dasar jenis komoditi tertentu banyak yang 
melakukan kegiatan ekonominya lebih dari satu fungsi, misalnya produksi, 
pengolahan, pemasaran, pergudangan, penentuan kualitas, dan kegiatan lainnya. 
Koperasi yang seperti ini dinamakan koperasi aneka usaha satu komoditi ( 
multi-purpose single commodity). 
     Di samping jenis kegiatan usaha seperti yang diuraikan diatas, banyak 
juga koperasi yang hanya mengerjakan satu fungsi saja atau tunggal usaha 
misalnya usaha pemasaran hasil. Koperasi yang seperti ini sering disebut 
sebagai koperasi satu usaha satu komoditi ( single purpose single commodity). 
Koperasi-koperasi pertanian di Amerika Utara dan di Eropa Barat banyak yang 
berbentuk seperti ini. Fungsinya cenderung mengalami perkembangan tetapi 
komoditnya tetapi satu jenis saja. 
d. Penjenisan Koperasi Atas Dasar Fungsinya 
 Penjenisan koperasi atas dasar fungsinya yaitu 
1) Koperasi pembelian. Pembentukan jenis koperasi pembelian ini adalah 
atas keinginan anggota yang membutuhkan barang-barang yang akan 
dipergunakan untuk produksi dan untuk kepentingan konsumsi, dilakukan 
secara bersama. Misalnya koperasi yang dibentuk dengan maksud untuk 
(1) mengusahakan pembelian alat atau sarana produksi secara bersama, 
seperti yang dilakukan koperasi perikanan, koperasi pertanian dan untuk 
(2) mengusahakan pembelian secara bersama kebutuhan pokok sehari-hari, 
seperti pada koperasi konsumen dan koperasi aneka usaha. 
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2) Koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan 
sesuatu barang sebagai hasil usaha seluruh anggotanya. Jadi para pekerja 
pada koperasi ini adalah anggota koperasi dan juga pemiliknya. Koperasi 
jenis ini dibagi dalam dua kelompok besar meskipun masih ada variasinya, 
misalnya koperasi yang dijalankan dan dikelola oleh anggota yang juga 
sebagai karyawannya, dan koperasi yang merupakan kumpulan pengusaha 
yang menyatukan hasil produksinya. Adapun beberapa contoh koperasi 
produksi dapat dikemukaan sebagai berikut: (1) Koperasi produksi yang 
semua anggotanya ikut dalam proses produksi. (2) Koperasi produksi yang 
usahanya hanya mengasembling atau merakit berbagai komponen yang 
dihasilkan oleh perusahaan milik perseorangan. 
3) Koperasi pengolahan dan koperasi pemasaran. Di negara-negara yang 
telah maju setiap kegiatan ditangani oleh ahlinya. Demikian juga halnya 
dengan kegiatan usaha koperasi, misalnya pengolahan bahan sedangkan 
pemasarannya dilakukan oleh masing-masing anggota. Jadi di negara-
negara maju telah ada koperasi yang khusus mengolah bahan. Di negara-
negara yang sedang berkembang kebanyakan koperasi pengolahan 
disatukan dengan usaha pemasarannya. Pada koperasi semacam ini 
anggota menyerahkan hasil yang berupa bahan mentah untuk diolah 
sekaligus dipasarkan oleh koperasi untuk kepentingan anggotanya. 
4) Koperasi yang bergerak di bidang pelayanan. Koperasi yang berusaha 
memberikan pelayanan ini adalah koperasi yang bersifat menunjang 
kebutuhan anggota dan kegiatannya untuk mengembangkan usahanya. Di 
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Indonesia ada koperasi pelayanan yang disebut juga koperasi jasa, 
misalnya koperasi kredit, koperasi asuransi, koperasi jasa, koperasi 
telepon, koperasi kesehatan, koperasi perumahan dan lain-lain. 
e. Penjenisan Koperasi Atas Dasar Tingkat Organisasi 
  Penjenisan koperasi yang didasarkan atas tingkat organisasi dikenal 
dengan adanya koperasi primer, koperasi sekunder. Sedangkan dalam 
penggabungan koperasi ada yang dilakukan secara federasi dan atas dasar 
pemusatan ( centralize), serta ada juga yang dilihat dari sudut areal usahanya, 
misalnya ada yang terbatas di suatu wilayah tertentu dan di suatu wilayah yang 
cukup luas bahkan secara internasional karena anggotanya meliputi koperasi di 
berbagai negara. 
1) Koperasi Primer. Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya orang-
orang. Daerah operasinya terbatas pada suatu daerah tertentu. Koperasi ini 
banyak yang menamakannya koperasi tingkat lokal. Akan tetapi menurut 
pengertian koperasi yang sebenarnya adalah koperasi primer sebab 
koperasi primer anggotanya adalah orang-orang. 
2) Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya 
terdiri dari berbagai organisasi koperasi. Daerah kerjanya dapat regional 
dan dapat pula nasional. Di Indonesia koperasi sekunder ada yang 
berbentuk pusat ada yang berbentu gabungan ada pula yang berbentuk 
induk. Selain itu ada juga koperasi tertier atau koperasi tingkat ketiga. 
Berkembangnya koperasi sekunder disebabkan oleh kebutuhan koperasi 
primer. 
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Jenis-jenis koperasi di Indonesia   
     Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1959 tentang 
perkembangan gerakan koperasi, pengertian dari penjenisan koperasi adalah 
pembedaan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi. 
Dalam peraturan pemerintah tersebut, penjenisan koperasi lebih ditekankan 
pada lapangan usaha atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi 
(Hendrojogi, 1998:50). Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 tahun 
1992, jenis koperasi di Indonesia ada dua, yaitu berdasarkan kebutuhan dan 
efisiensi serta koperasi berdasarkan golongan fungsional. Dasar untuk 
menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan 
kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi tersebut antara lain: 
     Berdasarkan kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan 
sejarah timbulnya gerakan koperasi: 
a. Koperasi konsumsi 
b. Koperasi kredit 
c. Koperasi produksi 
d. Koperasi jasa 
e. Koperasi distribusi (pemasaran) 
     Sedangkan jenis koperasi yang satunya menurut pasal 16 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992, adalah didasarkan pada golongan 
fungsionalnya, koperasi-koperasi tersebut antara lain: 
a. Koperasi angkatan darat (Kopad) 
b. Koperasi angkatan laut (Kopal) 
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c. Koperasi angkatan udara (Kopau) 
d. Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) 
e. Koperasi pegawai negeri 
f. Koperasi pensiunan angkatan darat 
g. Koperasi pensiunan 
h. Koperasi karyawan 
i. Koperasi sekolah 
     Penjenisan koperasi diatas hanya sebagian kecil saja, masih banyak lagi 
penjenisan koperasi yang didasarkan bukan pada golongan fungsional dan 
kebutuhan ekonomi anggotanya 
 
8. Partisipasi Anggota dan Keberhasilan Usaha KPN 
     Partisipasi dilihat dari segi dan arti cakupannya cukup luas dan bersifat 
umum. Partisipasi dapat diartikan sebagai manifestasi dari perilaku seseorang 
atau kelompok masyarakat dalam mewujudkan peranannya sesuai dengan 
harapan masyarakat yang melakukan tindakan sosial untuk mencapai tujuan 
tertentu. 
          Partisipasi juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi 
seseorang pada situasi kelompok yang mendorongnya untuk ikut serta dalam 
mengambil bagian terhadap pencapaian tujuan kelompok serta ikut bertanggung 
jawab atas tercapainya tujuan tersebut.( Revrisond Baswir, 1997: 103) 
          Ukuran keberhasilan suatu koperasi berkaitan dengan efisiensi 
ekonomis, kestabilan keuangan dan prestasi usaha KPN yang terletak pada 
 42 
keberhasilan dalam melayani kebutuhan anggotanya sehingga kesejahteraan 
atau kemampuan ekonominya meningkat. Jika ada keuntungan, anggotalah 
yang pertama-tama merasakan manfaatnya. Sedangkan keuntungan yang 
diperoleh koperasi adalah hasil dari kegiatan pelayanan kepada anggota yang 
dikelola secara efisien dan profesional. 
          Hal ini bukan berarti koperasi tidak mementingkan keuntungan, 
keuntungan tetap penting. Karena dengan keuntungan ini koperasi dapat 
memperluas usahanya serta meningkatkan mutu produksi dan jasa pelayanan 
kepada anggotanya. Sebagai Badan Usaha koperasi tetap harus 
meningkatkan keuntungan (dalam hal ini adalah Sisa hasil Usaha) yang 
berorientasi pada kepentingan ekonomi anggotanya. 
          Pengertian mengenai keuntungan tersebut sampai saat ini masih 
menimbulkan banyak tafsiran. SHU sendiri merupakan keuntungan Badan 
Usaha Koperasi, namun bila dikaitkan dengan prinsip koperasi maka terdapat 
ketidakkonsisitenan tentang keuntungan tersebut. Ada beberapa istilah untuk 
mendeskripsikan keuntungan tersebut, diantaranya cooperative profit dan 
adapula yang menyebut cooperative surplus. Namun di Indonesia sendiri 
yang lazim digunakan adalah istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 
digambarkan sebagai laba bersih koperasi. 
          Pendistribusian SHU sendiri dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1992 dirumuskan sebagai berikut: 
a. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh 
dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban 
lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan. 
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b. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada 
anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing 
anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk kepentingan lain dari 
koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. 
c. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. 
Perolehan keuntungan dalam bentuk SHU akan digunakan sebagai modal 
dan kepentingan bagi pengembangan koperasi agar mampu mencapai 
tujuannya. Idealnya pengelolaan koperasi harus dapat mencapai target dua hal: 
a. Koperasi sebagai badan usaha harus dikelola secara efisien sehingga 
memperoleh SHU yang maksimal 
b. Koperasi harus mampu memberikan manfaat ekonomis baik secara 
langsung maupun tidak langsung kepada anggota, sehingga kepentingan 
dan tujuan ekonomis anggota dapat tercapai. 
     SHU bagi koperasi tetap penting agar koperasi bisa berkembang. 
Namun SHU yang tinggi tidak ada artinya apa-apa jika diperoleh dengan 
mengeksploitasi anggotanya. Jadi koperasi harus memadukan dua target yakni 
profit oriented dan member promotion oriented dalam menjalankan kegiatan 
usahanya. 
     Partisipasi anggota dalam koperasi bisa diukur dengan mengetahui 
seberapa jauh pengetahuan anggota tentang kemanfaatan koperasi, juga dapat 
dilihat dari kesadaran anggota untuk memenuhi kewajiban, menyetor 
simpanan, frekuensi berkunjung tidak hanya untuk kepentingan ekonominya 
tetapi untuk menghadiri RAT dan konsultasi. 
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Setiap anggota mempunyai kewajiban: 
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan 
yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. 
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi 
c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
Sedangkan hak setiap anggota yaitu: 
a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat 
Anggota. 
b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus. 
c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran 
Dasar. 
d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat 
Anggota baik diminta maupun tidak diminta. 
e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara 
sesama anggota. 
f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut 
ketentuan dalam Anggaran Dasar. 
     Berdasarkan pengalaman di Indonesia, selanjutnya dikemukakan bahwa 
beberapa koperasi yang berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota 
dimunculkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut 
adalah ( Thoby Mutis, 1992:92-93): 
 
 45 
a. Perasaan kelompok yang kuat. 
b. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota. 
c. Kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang 
berkesinambungan, dialog informal dengan anggota setempat. 
d. Para anggota membuat rencana koperasi. 
e. Para anggota dirangsang untuk mengetahui masalah-masalah koperasi, 
keadaan-keadaan keterbatasan keuangan, kebutuhan-kebutuhan dan 
kemajuannya. 
f. Kesalahan-kesalahan koperasi di masa lampau menjadi tantangan bagi 
para anggota koperasi dan pengurus. 
g. Menanamkan dan mempertahankan sikap-sikap mental yang baru yang 
berhubungan dengan aneka simpanan, pemberian pinjaman dan aspek-
aspek lain untuk bekerjasama dengan koperasi. 
Lalu kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi dipengaruhi 
oleh beberapa faktor negatif (Thoby Mutis, 1992:93-95) yaitu: 
a. Kurangnya pendidikan anggota antara lain dalam bentuk latihan anggota 
yang lain sesuai dengan kebutuhan. 
b. Pengalaman-pengalaman dan praktek-praktek koperasi yang buruk di 
masa lampu. 
c. Ketidakcakapan pengurus koperasi untuk menata pembukuan. 
d. Kurangnya penyebaran informasi tentang koperasi seperti neraca, biaya, 
manfaat dan laporan statistika yang lain. 
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e. Kurangnya rencana pengembangan profesional untuk mengimbangi 
perkembangan dinamika kebutuhan para anggota.  
 
9.  Koperasi Pegawai Negeri 
     Koperasi Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu 
sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan 
bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama 
adalah koperasi. Yang terjadi saat ini di Indonesia adalah keberadaan berbagai 
jenis koperasi dengan berbagai jenis kegiatan usaha, termasuk golongan 
fungsional seperti pegawai negeri yang mendirikan Koperasi Pegawai Negeri 
(KPN). 
     Seperti kita ketahui bahwa para pegawai negeri merupakan kelompok 
yang homogen dalam arti mempunyai profesi dan kepentingan ekonomi yang 
sama, maka didirikanlah koperasi fungsional yang dikenal dengan Koperasi 
Pegawai Negeri (Hendrojogi, 1998: 56-57). 
     Pada umumnya KPN menjalankan usaha simpan pinjam dalam usaha 
membantu para anggotanya dalam hal penyimpanan dana dan kebutuhan 
mereka yang berkaitan dengan uang tunai yang manfaatnya ternyata 
manfaatnya benar-benar dirasakan para pegawai negeri karena kepraktisannya. 
Unit simpan pinjam KPN mempunyai manfaat yang besar bagi pegawai negeri 
mengingat simpanan dan pinjaman yang dapat dilakukan dengan prosedur yang 
mudah dan cepat. 
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     Khususnya untuk simpanan, para pegawai dapat langsung menyimpan 
dana mereka di koperasi dengan langsung memotong gaji mereka pada saat 
penerimaan gaji. Cara yang ditempuh tersebut dinilai lebih praktis daripada 
mereka harus pergi ke bank untuk menabung yang tentunya memakan lebih 
banyak waktu. 
 
10.  Permodalan Koperasi 
Dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan 
bahwa: 
a. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 
b. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana 
cadangan dan hibah. 
c. Modal pinjaman dapat berasal dari 
1) Anggota, misalnya simpanan sukarela dan deposito 
2) Koperasi lainnya dan atau anggota 
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya 
4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya 
5) Sumber lain yang sah 
             Modal ada dua macam yaitu modal jangka panjang dan modal jangka 
pendek. Modal jangka panjang merupakan modal yang diperlukan untuk 
penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, sedangkan modal jangka pendek 
adalah modal yang diperlukan koperasi untuk membiayai kegiatan operasional 
koperasi. Untuk koperasi simpan pinjam modal sangat diperlukan untuk 
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memberikan pinjaman kepada anggota, modal kerja ini sering disebut sebagai 
circulating capital (Hendrojogi, 1998: 180). 
  Beberapa karakteristik modal pada koperasi adalah sebagai berikut: 
a. Modal koperasi yang berasal dari simpanan dapat berbentuk: 
1) Simpanan pokok yaitu sejumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya 
yang wajib diserahkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk 
menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama 
masih menjadi anggota koperasi. 
2) Simpanan wajib yaitu sejumlah uang tertentu dalam nilai uang yang harus 
dibayarkan oleh anggota dalam waktu tertentu dan dalam kesempatan 
tertentu pula. Simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara dan 
waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. 
3) Simpanan sukarela yaitu sejumlah uang tertentu yang diserahkan baik oleh 
anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi terhadap koperasi atas 
kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil kembali. 
b. Modal yang berasal dari donasi para pihak diluar koperasi yang diterima 
baik dalam bentuk kas maupun bukan kas. 
c. Modal yang dipupuk dari cadangan koperasi yang berasal dari: 
1) Akumulasi pembagian SHU yang ditetapkan besar dan jumlahnya sesuai 
cara-cara yang telah diatur dalam AD ataupun dalam ketentuan lainnya. 
2) Penyisihan dana yang dilakukan sehubungan dengan adanya program 
khusus dibidang pengadaan dan penyaluran komoditi. Cadangan ini dapat 
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digunakan untuk pemupukan modal dimana pencairan yang diluar 
koperasi yang bersangkutan. 
d. Modal yang berupa SHU tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang 
belum dibagi kepada anggota (Ikopin, 1996). 
 
B. Hasil Penelitian Terdahulu 
          Penelitian tentang efisiensi koperasi sudah banyak dilakukan oleh 
para ahli ekonomi, kalangan akademis dan para mahasiswa. Dari sekian banyak 
penelitian tersebut, penulis akan mengacu pada hasil penelitian: 
 1. Mita Istu Susilo pada tahun 2004. Dalam skripsinya yang berjudul:” Analisis 
Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Koperasi Pegawai Negeri Di 
Kabupaten Karanganyar” dengan menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda. 
          Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut 
adalah  variabel jumlah anggota, variabel jumlah simpanan, variabel modal luar 
dan variabel volume usaha. 
          Setelah data-data diolah maka didapat suatu kesimpulan bahwa untuk 
hasil volume usaha berpengaruh terhadap SHU sehingga hipotesis yang 
diajukan terbukti. Untuk variabel jumlah anggota, jumlah simpanan, dan modal 
luar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap SHU sehingga hipotesis yang 
diajukan tidak terbukti. 
          Secara keseluruhan faktor-faktor seperti variabel jumlah anggota, 
jumlah simpanan, modal luar dan volume usaha koperasi signifikan pada taraf 
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signifikansi 2%. Hal ini membuktikan semua variabel independen secara 
keseluruhan mempengaruhi variabel SHU koperasi. Pernyataan ini ditunjukkan 
dengan nilai F hitung sebesar 6,834536 yang lebih besar terhadap F tabel 
sebesar 5,01. 
 2.Nasrudin pada tahun 2006 dalam skripsinya yang berjudul:” Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Anggota Koperasi Shuttle Cocks di 
Surakarta 2006. Bahwa variabel modal sendiri, modal pinjaman dari koperasi 
dan tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
pendapatan pengrajin shuttle cocks namun variabel pengalaman usaha tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pengrajin shuttle cocks. 
 3.Andika Ari Prabowo pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul:” 
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit Pada 
Koperasi ( Studi Kasus KUD Karya Bhakti dan KPRI Ngudi Rahayu) di 
Kabupaten Sukoharjo. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, 
pendapatan, simpanan, berpengaruh positif, sedangkan tingkat bunga 
berpengaruh negatif terhadap pengambilan kredit pada koperasi di kabupaten 
Sukoharjo 
 
C. Kerangka Pemikiran 
          Perilaku masyarakat dalam menghadapi usaha koperasi saat ini ada 
banyak macamnya. Ada yang cenderung memanfaatkan koperasi sebagai 
suatu lembaga kredit, lalu sebagai pemenuh kebutuhan anggota akan barang-
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barang konsumsi, dan ada pula yang memanfaatkan sebagai tempat 
penyimpanan dana. 
          Koperasi sendiri memiliki dua tujuan dalam usahanya, yaitu 
meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya dan mengumpulkan 
keuntungan yang nantinya akan dikembalikan ke anggotanya. 
          SHU di dalam sebuah koperasi mendapat tempat yang penting dalam 
menunjang kinerjanya. Hampir seluruh anggota selalu mengharapkan nominal 
SHU yang akan diterima selalu tinggi, yang menentukan bahwa rentabilitas 
koperasi tersebut juga tinggi. Di lain pihak keaktifan anggota dalam bidang-
bidang usaha koperasi turut menunjukkan peningkatan pemahaman dan 
kesadaran anggota koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi tersebut 
sekaligus mengefektifkan kinerja koperasi tersebut. 
          Besarnya SHU yang mampu dihimpun koperasi ditentukan oleh 
banyaknya anggota. Dengan anggapan bahwa faktor lainnya tetap, apabila 
jumlah anggota tinggi maka besarnya SHU juga akan besar, karena semakin 
banyak anggota maka transaksi yang bisa dilakukan di koperasi pun akan 
semakin banyak. 
          Jumlah modal sendiri yang tinggi menentukan jumlah SHU yang 
akan diperoleh koperasi semakin tinggi pula. Karena dana yang bisa 
digunakan sebagai modal koperasi juga semakin banyak dan bisa 
dimanfaatkan dengan lebih optimal. 
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          Modal yang didapat dari luar koperasi hendaknya terus ditingkatkan, 
karena dana yang tersedia dapat menjadi tambahan untuk modal koperasi 
dalam usahanya. 
          Dapat disimpulkan besarnya SHU koperasi tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu jumlah anggota, modal sendiri, dan modal luar. 










1. Variabel independen: 
- jumlah anggota (orang) 
- Modal sendiri (rupiah) 
- Modal luar (rupiah) 










1. Diduga jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
besarnya SHU koperasi. 
2. Diduga modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
besarnya SHU koperasi. 
3. Diduga modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 





































    1. Ruang Lingkup Penelitian 
          Penelitian ini mengambil ruang lingkup koperasi-koperasi pegawai 
negeri di kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan masih 
dalam jangkauan peneliti. Penelitian dilakukan dengan mencari data 
sekunder tahun 2007 tentang Koperasi Pegawai Negeri yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini. 
 
  2. Jenis dan Sumber Data 
          Data yang diperoleh dari buku, arsip yang berhubungan dengan SHU, 
jumlah anggota, modal sendiri, modal luar. Selain itu, data sekunder ini juga 
diperoleh dari instansi pemerintah seperti Pusat Koperasi Pegawai Negeri, 
Biro Pusat Statistik dan kajian pustaka yang berkaitan erat dengan penelitian 
ini. 
 
   3. Teknik Pengambilan Sampel dan Ukuran Sampel 
          Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 
simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. 
Pengambilan sampel secara acak adalah suatu metode pemilihan ukuran 
sampel dari suatu populasi dimana setiap anggota populasi mempunyai 
peluang yang sama dan semua kemungkinan penggabungannya yang 
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diseleksi sebagai sampel mempunyai peluang yang sama (Weirsma dalam 
Sevilla, 1993:163). Pemilihan pengambilan sampel dengan teknik simple 
random sampling harus diketahui terlebih dahulu jumlah populasinya. 
          Menurut Gay dalam Sevilla (1993:163) terdapat ukuran minimum 
untuk sampel yang akan diambil. Adapun beberapa ukuran minimum yang 
dalam beberapa penelitian berdasarkan tipenya yaitu, penelitian deskriptif 
menggunakan 10 persen atau 20 persen dari ukuran populasinya, untuk 
penelitian korelasi menggunakan 30 subjek, penelitian kausal komparatif (ex 
post facto) memakai 15 subjek per kelompok dan penelitian eksperimen 
sebanyak 15 subjek per kelompok. 
          Populasi atau Universe adalah jumlah dan keseluruhan objek yang 
karakteristiknya hendak digunakan(Djarwanto, 1994:107). Berdasarkan data 
yang ada di Pusat Koperasi Pegawai Negeri di Surakarta tahun 2007 jumlah 
Koperasi Pegawai Negeri sebanyak 91. Dengan demikian jumlah populasi 
dalam penelitian ini adalah 91 Koperasi. 
          Sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak 
diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi 
(Djarwanto,1994: 108). Penentuan besar sampel pada penelitian ini 
didapatkan dengan menggunkan metode Slovin (Sedarmayanti dan 
Syarifudin Hidayat,2002:143) dengan rumus sebagai berikut: 
    N 
   n =  
            1 + Ne2 
 
   n =        91                  = 32,27 
           1 + (91 X 20%2) 
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 Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 32 koperasi 
pegawai negeri. 
 
   4. Cara Pengumpulan Data 
          Pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, menggunakan 
metode deskriptif dan studi kepustakaan. 
 a. Metode Deskriptif 
Menurut Gay dalam Sevilla (1993:71) metode penelitian deskriptif 
diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka 
menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan 
pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. 
 b. Studi kepustakaan 
  Studi pustaka merupakan suatu cara dalam mendapatkan kelengkapan data 
yang dibutuhkan dari buku, koran dan artikel yang berhubungan dengan 
topik penelitian ini. Bahan-bahan diatas dapat diperoleh baik di 
perpustakaan maupun di internet. 
 
   5. Definisi Operasional Variabel 
          Berdasarkan variabel yang tercantum dalam kerangka pemikiran 




  a. Jumlah Anggota 
 Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus juga sebagai pengguna 
jasa koperasi yang keanggotaannya dicatat dalam buku anggota. Di dalam 
penulisan ini, yang menjadi anggota adalah para pegawai negeri, dimana 
setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagimana diatur 
dalam Anggaran Dasar yang dihitung dengan satuan orang per koperasi. 
 b. Modal Sendiri 
 Besarnya dana yang diperoleh dari simpanan wajib anggota, simpanan 
pokok anggota, cadangan, dan hibah yang dihitung dengan satuan rupiah. 
Simpanan wajib dibayarkan sekali sewaktu anggota tersebut pertama kali 
bergabung dengan koperasi, simpanan pokok dibayarkan tiap bulan 
dengan nominal yang sama, cadangan merupakan cadangan modal 
sedangkan hibah merupakan pemberian sukarela dari anggota yang 
besarnya tidak sama. 
        c. Modal Luar 
Sumber dan lainnya yang diperoleh koperasi melalui pinjaman yang 
dihitung melalui satuan rupiah. Baik dari anggota, koperasi lainnya, bank 
dan lembaga keuangannya lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang 
lainnya serta sumber lain yang sah. 
        d. Sisa Hasil Usaha 
Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi 
dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam 
buku yang bersangkutan. 
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   6. Analisis Data 
       a. Model Statistik 
Untuk pengujian hipotesis yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
jumlah anggota, modal sendiri, dan modal luar terhadap besarnya SHU 
digunakan model regresi linear berganda. 
Secara umum persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Y = ob  + 1b X1  + 2b X 2  + 3b X 3 + m  
  Dimana 
  Y    = Besarnya SHU koperasi  
  X1  = jumlah anggota 
  X 2 = modal sendiri 
  X 3 = modal luar 
  ob = intersep 
   1b - 3b  = koefesien regresi variabel independen 
  m = kesalahan standar 
b. Uji t 
  Yaitu untuk mengetahui tingkat signifikan dan pengaruh variabel 
independen secara individu terhadap variabel dependen 
Rumus Uji t-test: 










ib   = koefesien regresi variabel independen ke i 
iSb = kesalahan standar variabel independen ke i 
Dengan menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternative 
Ho : 1b   = 0 
Ha : 1b   ¹ 0 
Kriteria pengujiannya: 
Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak berarti signifikan atau variabel 
independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima berarti tidak signifikan atau 







 c. Uji F/ F-test 
  Uji F dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda. Uji F (F 
hitung) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 
F hitung = R2 / k-1 
  R2(N-k-1) 
Daerah terima 
Daerah tolak  Daerah tolak  
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Dimana: 
2R = koefesien determinan 
K = jumlah variabel independen 
N = jumlah data / sampel 
 Kriteria Pengujian 
1) Apabila nilai F hitung < F tabel maka Ho diterima berarti koefesien regresi 
secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan 
2) Apabila nilai F hitung > F tabel maka Ho ditolak, berarti koefesien regresi 





   d. Koefesien Determinasi 
        Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (X) secara 
bersama-sama terhadap (Y) digunakan uji koefesien determinasi. Besarnya 
koefesien determinasi tersebut dapat dilihat pada besarnya harga 2R . 
  Nilai 2R  berkisar antara 0-1, semakin besar nilai 2R semakin baik 
persamaan dan semakin besar kontribusi variabel independent (X) terhadap 
(Y). 
Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 
1) Jika 2R = 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen. 
Daerah terima 
Daerah tolak  
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2) Jika 2R = 1 berarti ada hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen. 
  e. Uji Ekonometrika 
      1. Multikolinearitas 
     Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan linear 
diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Dalam analisis regresi 
dipersyaratkan tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel bebas atau 
dalam hal ini adalah tidak adanya hubungan antar variabel bebas. Untuk 
menguji multikolinearitas antar variabel independen dapat digunakan 
analisis regresi sederhana antar variabel independen. Dengan demikian 
maka jika antar variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan, berarti 
terjadi multikolinearitas. Sebaliknya jika tidak ada hubungan antar variabel 
bebas, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Apabila nilai                     
2R > 2r berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas dan apabila nilai           
2R < 2r berarti terjadi gejala multikolinearitas. Untuk lebih mempermudah 
dalam melakukan pengujian maka terlebih dahulu dilakukan uji korelasi. 
Uji korelasi ini dilakukan untuk melihat hubungan masing-masing variabel 
independen. Dan selanjutnya dari pengujian tersebut diperoleh nilai 2r . 
    2. Uji Autokorelasi 
Salah satu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 
kesalahan atau gangguan Ui yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi 
adalah random atau tidak berkorelasi. Problem serial korelasi atau 
autokorelasi. ( Damodar Gujarati terjemahan Sumarno Zein, 1991:194) 
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Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah antara kesalahan 
pengganggu yang saling berurutan terjadi korelasi atau tidak. Pengujian 
autokorelasi ini umumnya dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 
Watson, dimana nilai diperoleh secara langsung dari perhitungan komputer. 
Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 
1) Ho tidak ada autokorelasi positif jika: 
       d < dl  = menolak Ho 
  d > du  = tidak menolak Ho 
       dl £  d £  du = pengujian tidak meyakinkan 
2) Ho tidak ada autikorelasi negatif jika: 
d > 4-dl = menolak Ho 
d < 4-du = tidak menolak Ho 
 4-du £  d £  4-dl = pengujian tidak meyakinkan 
     3)   Ho tidak ada outokorelasi positif maupun negatif jika: 
  d < dl  = menolak Ho 
  d > 4-dl = menolak Ho 
  du < d < d-du = tidak menolak Ho 




  f(d) 
 
 




     c        d  e 
          
      0                    dL        dU                           2             4- dU      4- dL      4 
 
   3. Uji Heteroskedatisitas 
 Heteroskedatisitas terjadi karena varian yang ditimbulkan oleh variabel 
pengganggu tidak konstan untuk semua variabel penjelas. Konsekuensi 
adanya heteroskedatisitas ini antara lain uji signifikansi (uji t dan uji F) 
menjadi tidak tetap dan koefesien regresi menjadi tidak mempunyai varian 
yang minimum walaupun penaksir tersebut tidak bias dan konsisten. 
 Pengujian heteroskedatisitas dilakukan untuk melihat apakah kesalahan 
pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Hal tersebut 
dilambangkan sebagai berikut : 
Ha = E ( 2e ) ¹ 2s  
Kriteria pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu 
memiliki variabel yang sama atau tidak. 
Dilambangkan dengan: 




2s = varian 
  I = 1,2,3...n 
Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi 
heteroskedatisitas dalam model empiris yaitu uji Park, uji Glejser, uji White 
dan uji Breusch Pagan Godfrey. Pengujian heteroskedatisitas dalam 
penelitian ini menggunakan uji White. Ide dasar dari uji ini adalah meregresi 
model regresi berganda dengan model sebagai berikut: 
Y = ob  + 1b X1  + 2b X 2  + 3b X 3 + m  
Dari persamaan diatas, kemudian akan dilakukan regresi dengan 
menggunakan model sebagai berikut: 
 U i
2 = oa  + 1a X1  + 2a X 2  + 3a X
2
1  + 4a  X
2
1  + 5a X1 X 2 +…Ui 
 Pedoman dari penggunaan model White adalah menolak hipotesis yang 
mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedatisitas dalam model empiris 
yang sedang diestimasi jika nilai 2R  hasil regresi langkah kedua dikalikan 
dengan jumlah data (n) dengan degree of freedom bila lebih kecil 
dibandingkan 2c tabel, dan sebaliknya menolak hipotesis yang mengatakan 
bahwa terdapat masalah homoskedatisitas dalam model empiris yang sedang 










ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Wilayah Penelitian 
1. Kondisi Demografis 
Kota Surakarta yang luas wilayahnya 4.404,06 Ha, penggunaan 
lahannya terbanyak untuk perumahan/pemukiman yaitu seluas 2.716,59 
Ha, jasa 427,63 Ha, ekonomi industri dan perdagangan 388,90 Ha, ruang 
terbuka 248,29 Ha, pertanian (sawah dan ladang) 210,83 Ha dan lain-lain 
(prasarana lingkungan dan fasilitas umum) 461,16 Ha. Secara administratif 
kota Surakarta terbagi menjadi lima wilayah kecamatan yaitu Jebres, 
Banjarsari, Pasar Kliwon Serengan dan Laweyan dan 51 kelurahan dengan 
luas wilayah dan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Wilayah terluas 
berada di Kecamatan Banjarsari (14,81 Km²) dan wilayah tersempit di 
Kecamatan Serengan (3,19 Km²). Kepadatan penduduk tertinggi berada di 
Kecamatan Serengan (19.758 jiwa/Km²) dan terendah di Kecamatan 
Jebres (11.167 jiwa/Km²). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota 
Surakarta itu lahannya yang terbanyak untuk pemukiman atau perumahan 
sedangkan untuk pertanian hanya sebagian kecil. Kota Surakarta dibagi 
menjadi lima kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang 
berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya pembagian administrasi Kota 
Surakarta serta tingkat kepadatan penduduk tiap kecamatan dapat dilihat 
pada tabel sebagai berikut 
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Tabel IV. 1. Banyaknya Kelurahan, RT, RW dan Kepala Keluarga di 
Surakarta Tahun 2006. 
 
Kecamatan Kelurahan Rw Rt KK 
Laweyan 11 105 454 24.788 
Serengan 7 72 309 13.579 
Pasar Kliwon 9 100 424 20.685 
Jebres 11 149 631 31.939 
Banjarsari 13 169 849 39.293 
Sumber: Kota Surakarta dalam Angka 2006 
`     Tabel IV. 2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin dan 
















Laweyan 8,63 54.003 55.317 109.320 97,62 12.667 
Serengan 3,19 31.093 31.936 63.029 97,36 19.758 
Pasar 
Kliwon 4,82 42.725 44.524 87.249 95,96 18.101 
Jebres 12,58 69.414 71.072 140.486 97,67 11.167 
Banjarsari 14,81 79.843 81.649 161.492 97,79 10.904 
Sumber: Kota Surakarta dalam Angka 2006 
 
2. Aspek Ekonomi  
 Perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari PDRB 
sebagai indikator dari adanya perkembangan dalam kegiatan ekonomi 
masyarakat. Berikut ini digambarkan persentase sumbangan tiap sektor 
ekonomi terhadap PDRB selama tahun 2002-2006. 
 Pada tabel IV. 3 di halaman 67 terlihat bahwa selama tahun 2002-
2006 persentase sumbangan sector terhadap PDRB yang terus mengalami 
pertumbuhan adalah pada sector perdagangan, hotel dan restoran, 
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sementara sector lain mengalami gradasi naik dan turun bahkan terus 
menurun seperti sector pertanian. 
Tabel IV. 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas 
Dasar Harga Konstan 2000, Kota Surakarta Tahun 2002-
2006. 
 
Tahun Lapangan Usaha 
2002 2003 2004 2005 2006 
1. Pertanian 0,1 0,08 0,08 0,07 0,07 
2. Pertambangan dan Penggalian 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 
3. Industri Pengolahan 29,46 29,63 29,7 28,67 27,88 
4. Listrik, Gas dan Air Bersih  2,27 2,15 2,19 2,18 2,26 
5. Bangunan 11,86 11,97 11,47 11,81 11,86 
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 24,5 24,58 25,09 25,67 26,04 
7. Pengangkutan dan Komunikasi 9,94 9,83 9,87 9,9 9,95 
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 
Perusahaan 9,88 9,67 9,66 9,8 9,88 
9. Jasa-jasa 11,94 12,04 11,9 11,85 12,03 
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber: PDRB Kota Surakarta 2006 
    Pada tahun 2006 sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam 
sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta adalah sector industri 
pengolahan yaitu 27,88% terhadap total PDRB meskipun sempat 
mengalami penurunan pada tahun 2005. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa persentase sumbangan tiap sector ekonomi terhadap PDRB selama 
tahun 2002-2006 berbeda-beda. Tiap tahunnya persentase sumbangan tiap 
sector ekonomi tersebut mengalami kenaikkan dan penurunan. 
3. Indikator Kependudukan 
a. Komposisi Penduduk 
Pada tahun 2006 jumlah penduduk terbanyak di Kota Surakarta 
adalah pada kelompok umur 25 – 29 tahun dengan perincian jumlah 
penduduk berjenis kelamin laki-laki 30.441 jiwa dan penduduk 
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berjenis kelamin perempuan 25.185 jiwa sehingga totalnya adalah 
55.626 jiwa. Sebaliknya jumlah penduduk terkecil adalah pada 
kelompok umur 60 – 64 tahun yang merupakan usia non produktif 
dengan jumlah total 15.111 jiwa, terdiri dari 6.570 jiwa penduduk laki-
laki dan 8.541 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan tanpa 
memandang kelompok umur tertentu di Kota Surakarta pada tahun 
2006 jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah 
penduduk laki-laki yaitu 258.639 jiwa penduduk perempuan dan 
254.259 jiwa penduduk laki-laki. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel sebagai berikut:  
Tabel IV. 4. Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan 











0 – 4 18.177 19.053 37.230 
5 – 9 21.243 16.425 37.668 
10 – 14 20.367 21.024 41.391 
15 – 19 20.805 21.681 42.486 
20 – 24 26.061 24.747 50.808 
25 – 29 30.441 25.185 55.626 
30 – 34 23.433 22.557 45.990 
35 – 39 15.330 17.520 32.850 
40 – 44 18.834 22.338 41.172 
45 – 49 14.454 18.177 32.631 
50 – 54 16.863 15.111 31.974 
55 – 59 9.855 10.512 20.367 
60 – 64 6.570 8.541 15.111 
65 + 11.826 15.768 27.594 
Jumlah 254.259 258.639 512.898 
Sumber: Kota Surakarta dalam Angka 2006 
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              Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk di kota 
Surakarta yang terbanyak adalah kelompok umur 25-29 tahun, jumlah 
penduduk yang terkecil adalah kelompok umur 60-64 tahun. Secara 
keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada 
penduduk laki-laki.  
b. Pendidikan 
Pada tahun 2006 penduduk Kota Surakarta yang berumur lima 
tahun ke atas paling banyak mengantongi ijazah SMP, terbukti dengan 
paling tingginya jumlah lulusan SMP/Kejuruan dibandingkan dengan 
lulusan tingkat pendidikan lain yaitu 103.104 orang sedangkan lulusan 
yang paling sedikit jumlahnya adalah lulusan MI (sederajad SD) 
sebanyak 219 orang. Hal ini berarti sebagian besar penduduk Kota 
Surakarta pada tahun 2006 telah berhasil mengenyam pendidikan dasar 
sembilan tahun. 
Lulusan perguruan tinggi dianggap memiliki kualitas SDM 
yang lebih baik dibandingkan lulusan tingkat pendidikan lain. Namun 
di Kota Surakarta pada tahun 2006 lulusan perguruan tinggi S2/S3 
yang merupakan tingkat pendidikan tertinggi masih lebih sedikit 
dibandingkan lulusan perguruan tinggi yang lain (DI/II/III/IV/S1). Dari 
sini terlihat bahwa kualitas SDM di Kota Surakarta rata-rata belum 
menunjukkan gejala yang baik. 
Meskipun belum menunjukkan gejala yang baik dalam hal 
kualitas, namun sebagian besar penduduk Kota Surakarta sudah 
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terbebas dari buta huruf. Hal ini terlihat dari paling tingginya angka 
dalam besaran kemampuan baca dan tulis huruf latin yaitu 450.045 
orang meskipun angka ini masih didominasi oleh penduduk laki-laki. 
Gambaran umum pendidikan dan kemampuan membaca dan menulis 
di Kota Surakarta pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel sebagai 
berikut: 
Tabel IV. 5. Penduduk Usia 5 tahun ke Atas Menurut Pendidikan 
Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Surakarta Tahun 2006. 
 
Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi  
yang Ditamatkan Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
tidak punya ijasah SD 36.792 38.325 75.117 
Sekolah Dasar 38.544 47.523 86.067 
Madrasah Ibtidaiyah 219 0 219 
SMP 
Umum/Kejuruan 49.713 53.436 103.149 
Madrasah 
Tsanawiyah 219 876 1.095 
SMU 51.684 42.048 93.732 
Madrasah Aliyah 438 438 876 
SMK 27.813 20.805 48.618 
DI/II 1.095 1.971 3.066 
DIII/Sarmud 7.665 7.227 14.892 
DIV/S1 15.987 13.140 29.127 
S2/S3 1.095 438 1.533 
Jumlah 231.264 226.227 457.491 







Tabel IV. 6. Penduduk Usia 5 tahun ke Atas Menurut Kemampuan 
Baca Tulis di Kota Surakarta Tahun 2006. 
 
Jenis Kelamin Kemampuan Baca Tulis 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
Huruf Latin 227.760 222.285 450.045 
Huruf Lainnya 657 1.314 1.971 
Huruf Latin dan Lainnya 2.628 2.409 5.037 
Tidak Dapat 5.037 13.578 18.615 
Jumlah 236.082 239.586 475.668 
 Sumber: Kota Surakarta dalam Angka 2006 
                  Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk kota 
Surakarta pada tahun 2006 telah berhasil mengenyam pendidikan dasar 
sembilan tahun. Sedangkan kualitas SDM di kota Surakarta rata-rata 
belum menunjukkan gejala yang baik karena lulusan perguruan tinggi 
(S2/S3) lebih sedikit dibandingkan lulusan perguruan tinggi yang lain 
(D1/II/III/IV/S1) 
c. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 
Kota Surakarta merupakan kota dengan IPM yang paling tinggi 
dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yaitu (publikasi 
terakhir tahun 2005) 76,0. IPM terdiri dari beberapa indikator yaitu 
angka harapan hidup (71,7 tahun dibulatkan 72 tahun); angka melek 
huruf (95,8%); rata-rata lama sekolah (9,8 tahun dibulatkan 10 tahun) 
serta pengeluaran riil per kapita disesuaikan (Rp. 638.400,00) (Jawa 
Tengah dalam Angka 2007). 
Sama halnya dengan tahun 2006, pada tahun 2005 penduduk 
Kota Surakarta memiliki harapan hidup hingga usia 72 tahun yang 
ditunjukkan dengan besaran umur harapan hidup 71,7 tahun 
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(dibulatkan 72 tahun). Angka melek huruf menunjukkan bahwa 
sebagian besar penduduk di Kota Surakarta, yaitu mencapai 95,8% 
dapat membaca dan menulis. Penduduk Kota Surakarta rata-rata 
mengenyam pendidikan dasar yang ditunjukkan dengan besaran rata-
rata lama sekolah sebesar 9,8 tahun dibulatkan 10 tahun. Pengeluaran 
riil per kapita disesuaikan adalah sebesar Rp. 638.400,00, artinya 
penduduk Surakarta rata-rata telah lepas dari Garis Kemiskinan yang 
ditetapkan oleh BPS yaitu Rp.154.000 per kapita per bulan (Jawa 
Tengah dalam Angka 2007). IPM kabupaten /kota di Jawa Tengah 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel IV. 7. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 






















1 Kab. Cilacap 69,5 90 6,5 619 69,5 
2 Kab. Banyumas 69,4 93,3 6,9 621,5 70,7 
3 Kab. Purbalingga 68,5 93 6 620,1 69,3 
4 Kab. Banjarnegara 68,2 85 5,8 620,8 67,3 
5 Kab. Kebumen 68,7 89,4 6,5 618,9 68,9 
6 Kab. Purworejo 68,9 86,9 7 623 69,1 
7 Kab. Wonosobo 68,9 85,6 5,7 619,3 67,6 
8 Kab. Magelang 69,7 90,5 6,7 619,1 69,9 
9 Kab. Boyolali 70 84,5 7,1 619,5 69 
10 Kab. Klaten 70,7 85,5 7,7 637,2 71,4 
11 Kab. Sukoharjo 69,7 87,2 7,8 635,2 71,2 
12 Kab. Wonogiri 71,9 79,1 6,1 631,5 69 
13 Kab. Karanganyar 71,8 81,5 7 637 70,7 






















15 Kab. Grobogan 69 86,8 6,2 617,6 68,2 
16 Kab. Blora 70,9 82,3 5,9 617 67,9 
17 Kab. Rembang 69,1 88,2 5,9 626,1 69 
18 Kab. Pati 72,6 84,3 6,4 632,8 70,9 
19 Kab. Kudus 69,2 89,5 7,3 621,6 70 
20 Kab. Jepara 70,2 87,2 6,9 620,3 69,6 
21 Kab. Demak 69,5 89,3 6,6 619,3 69,4 
22 Kab. Semarang 72,1 91,6 7 622,9 71,9 
23 Kab. Temanggung 72 93,2 6,5 622,2 71,8 
24 Kab. Kendal 66,7 88,4 6 622,5 67,5 
25 Kab. Batang 69,1 85,1 5,8 618,8 67,6 
26 Kab. Pekalongan 67,7 86,4 6 630,2 68,2 
27 Kab. Pemalang 66,4 85,5 5,8 620,4 66,3 
28 Kab. Tegal 67,4 86,4 6,2 622 67,5 
29 Kab. Brebes 66,3 80,1 4,9 619,7 64,3 
30 Kota Magelang 69,7 94,5 10 638,9 74,7 
31 Kota Surakarta 71,7 95,8 9,8 638,4 76 
32 Kota Salatiga 70,3 95,2 9,5 638 74,8 
33 Kota Semarang 71,8 95,1 9,6 633,2 75,3 
34 Kota Pekalongan 69,1 94,7 8,3 622 71,9 
35 Kota Tegal 67,9 91,4 7,8 639 71,4 
  Jawa Tengah 70,6 87,4 6,6 621,4 69,8 
 
Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2007 
      Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari IPM yang tertinggi 
dibandingkan kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah maka penduduk kota di 
Surakarta rata-rata lebih baik daripada penduduk di kota-kota lain di Jawa 
tengah jika dilihat dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata 
lama sekolah serta pengeluaran riil per kapita. 
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B. Analisis Deskriptif 
          Berdasarkan data sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya 
dilakukan perhitungan kuantitatif untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikatnya 
(dependent variable). Model analisis data yang digunakan adalah model 
regresi linear berganda. Melalui model tersebut akan dapat dievaluasi dan 
diketahui pengaruh variabel-variabel independen yang terdiri dari jumlah 
anggota, modal sendiri, serta modal luar terhadap variabel dependen yaitu sisa 
hasil usaha (SHU). 
          Menurut Sugiyono (2006) analisis deskriptif merupakan analisis yang 
digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan/menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk 
membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 
Karakteristik sampel disini adalah jumlah anggota, modal luar, dan modal 
sendiri terhadap besarnya SHU koperasi tersebut. 
  1. Deskriptif Variabel Penelitian 
a. Sisa Hasil Usaha 
          SHU yang didapat dari selisih pendapatan koperasi setelah 
dipergunakan untuk memenuhi seluruh biaya-biaya operasional organisasi 
koperasi seringkali ditafsirkan sebagai tujuan utama koperasi. Padahal selain 
tujuan itu masih ada tujuan lain yang lebih penting yaitu kesejahteraan 
ekonomi dan sosial anggotanya 
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Tabel IV.8. Jumlah SHU KPN Kota Surakarta 
No Jumlah SHU Frekuensi Persentase 
1 0-10 juta 2 6,250 
2 10 juta-20 juta 12 37,500 
3 20 juta-30 juta 9 28,125 
4 30 juta-40 juta 3 9,375 
5 40 juta-50 juta  2 6,250 
6 > 50 juta 4 12,500 
  Jumlah 32 100 
 Sumber: Data sekunder, diolah 
          Dari tabel diatas terlihat Koperasi dengan SHU yang paling banyak 
yaitu dengan nilai 50 juta rupiah keatas hanya terdapat pada empat koperasi. 
Hal ini dikarenakan modal usaha mereka yang tinggi, sehingga bisa 
menghasilkan SHU yang tinggi pula. Sedangkan koperasi yang memiliki SHU 
terendah ada dua koperasi atau sekitar 6,250% dari keseluruhan sampel. 
     b. Jumlah Anggota Koperasi 
          Jumlah anggota KPN di Kota Surakarta antara satu dengan yang lain 
tentulah berbeda, tergantung dari besar kecilnya instansi terkait. Semakin 
besar lingkup instansi yang menjadi naungan koperasi tersebut, maka jumlah 
anggota pun juga semakin banyak. Sebaliknya apabila instansi tersebut hanya 
kecil maka anggota yang tergabung di dalam koperasi tersebut juga sedikit. 
     Tabel IV. 9. Jumlah Anggota KPN Kota Surakarta 
No Jumlah Anggota Frekuensi Persentase 
1 < 100 19 59,375 
2 100-200 7 21,875 
3 200-300 4 12,500 
4 300-400 1 3,125 
5 400-500 1 3,125 
6 >500 0 0 
  Jumlah 32 100 
 Sumber: Data sekunder, diolah 
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  Dari tabel diatas terlihat Koperasi dengan jumlah anggota paling banyak, 
yaitu dengan anggota diatas 400 sampai 500 orang hanya terdapat satu 
koperasi saja. Hal ini dikarenakan instansi tempat mereka bekerja 
kemungkinan merupakan instansi yang besar, sehingga bisa memiliki anggota 
diatas 400 orang. Instansi tersebut misalkan saja Kantor Pemerintah Daerah 
setempat. Sedangkan koperasi yang memiliki jumlah anggota dibawah 100 
orang ada 19 koperasi atau sekitar 59,375% dari keseluruhan sampel. 
     c. Modal Luar 
          Modal luar koperasi berasal dari hutang kepada anggota, hutang 
kepada koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, obligasi dan 
sumber lain yang sah. Sehingga semaksimal mungkin sumber-sumber yang 
bisa digali dananya akan terus diupayakan oleh koperasi demi kelancaran dan 
keberhasilan usaha koperasi. 
 Tabel IV.10. Modal Luar di KPN Kota Surakarta 
No Modal Luar Frekuensi Persentase 
1 < 100 juta 7 21,875 
2 100 juta-200 juta 11 34,375 
3 200 juta-300 juta 4 12,500 
4 300 juta-400 juta 3 9,375 
5 400 juta-500 juta 3 9,375 
6 > 500 juta 4 12,500 
  Jumlah 32 100 
 Sumber: Data sekunder, diolah 
          Dari data diatas, koperasi yang memiliki modal luar dibawah 100 juta 
rupiah ada 7 koperasi dengan persentase 21,875%. Dan koperasi yang 
mempunyai modal luar paling banyak yaitu sekitar 12,500% atau terdapat 4 
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koperasi. Rata-rata perolehan modal luar dari koperasi pada tingkat itu 
terdapat 3 koperasi atau sebesar 9,375%. 
    d. Modal Sendiri 
          Modal sendiri adalah keseluruhan atau jumlah dari simpanan pokok, 
simpanan wajib, cadangan dan hibah. Modal sendiri masing-masing koperasi 
berbeda-beda tergantung dari hal diatas. Untuk memperoleh modal sendiri 
yang banyak tentu harus meningkatkan simpanan pokok dan simpanan wajib 
sedangkan cadangan dan hibah tergantung dari besarnya pemberian hibah 
tersebut. 
 Tabel IV.11. Modal Sendiri di KPN Kota Surakarta  
No Modal Sendiri Frekuensi Persentase 
1 < 100 juta 1 3,125 
2 100 juta-200 juta 8 25 
3 200 juta-300 juta 10 31,250 
4 300 juta-400 juta 4 12,500 
5 400 juta-500 juta 3 9,375 
6 > 500 juta 6 18,750 
  Jumlah 32 100 
 Sumber: Data sekunder, diolah 
          Dari tabel diatas terlihat koperasi dengan modal sendiri yang paling 
banyak yaitu dengan nilai diatas 500 juta rupiah terdapat 6 koperasi. Berarti 
merupakan jumlah koperasi yang paling banyak terdapat 10 koperasi yaitu 
sekitar 31,250%. Sedangkan koperasi yang mempunyai modal sendiri paling 
sedikit yaitu kurang dari 100 juta rupiah hanya terdapat 1 koperasi saja atau 




  e. Asset 
          Asset adalah hal yang penting dalam koperasi. Asset ini biasanya 
terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Namun masing-
masing koperasi asset terdiri dari akun yang berbeda-beda.  
Tabel. IV.12. Asset di KPN Kota Surakarta 
No Asset Frekuensi Persentase 
1 < 100 juta 1 3,125 
2 100 juta-200 juta 0 0 
3 200 juta-300 juta 3 9,375 
4 300 juta-400 juta 9 28,125 
5 400 juta-500 juta 1 3,125 
6 > 500 juta 18 56,250 
  Jumlah 32 100 
 Sumber: Data sekunder, diolah 
   Dari data diatas, koperasi yang memiliki asset dibawah 100 juta 
ada 1 koperasi dengan persentase 3,125%. Dan koperasi yang mempunyai 
asset paling banyak sekitar 56,250% terdapat 18 koperasi. Sedangkan 
koperasi yang mempunyai asset 100 juta sampai dengan 200 juta tidak ada 
satupun koperasi. 
    Jadi, analisis efek deskriptif dari keseluruhan data diatas adalah 
pertama jumlah SHU yang paling banyak adalah 10 juta-20 juta yaitu 12 
koperasi atau 37,5%, kedua jumlah anggota yang paling banyak adalah 
kurang dari 100 orang yaitu 19 koperasi atau 59,375%, ketiga jumlah 
modal luar yang paling banyak adalah 100 juta- 200 juta yaitu 11 koperasi 
atau 34,375%, keempat jumlah modal sendiri yang paling banyak  adalah 
200 juta- 300 juta yaitu 10 koperasi atau 31,25%, kelima jumlah asset 
yang paling banyak adalah lebih dari 500 juta yaitu 18 koperasi atau 
56,25%.  
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2. Hasil Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untak mengetahui 
ada tidaknya pengaruh jumlah anggota, modal sendiri dan modal luar 
terhadap SHU. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi linear berganda. Hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut.  
     Tabel IV.13. Rangkuman Hasil Regresi Linier Berganda 
 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -5417143. 8715625. -0.621544 0.5393 
X1 172763.0 69785.33 2.475635 0.0196 
X2 0.019821 0.015873 1.248694 0.2221 
X3 0.029060 0.016058 1.809751 0.0811 
R-squared 0.570579     Mean dependent var 33178929 
Adjusted R-squared 0.524569     S.D. dependent var 35866995 
S.E. of regression 24730828     Akaike info criterion 37.00147 
Sum squared resid 1.71E+16     Schwarz criterion 37.18468 
Log likelihood -588.0235     F-statistic 12.40134 
Durbin-Watson stat 1.913940     Prob(F-statistic) 0.000024 
 Keterangan : Diolah dari data sekunder. 
a. Analisis Regresi Linier Berganda 
Hasil pengolahan data untuk regresi linier berganda dengan 
menggunakan program Eview dapat dilihat pada tabel IV.13 di atas. 
Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut : 
Y = -5417143 + 172763,0 X1 + 0,019821X2 + 0,029060X3 + Ui 
         (2,476)*      (1,249)*        (1,809)      
Dari Persamaan regresi linier berganda diatas dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
a. Nilai konstanta bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa 
apabila variabel jumlah anggota, modal sendiri, dan modal luar 
 80 
konstan, maka SHU sebesar -5417143.  
b. Koefisien regresi parsial variabel jumlah anggota (b1) bernilai 
positif dan signifikan pada level 5% yaitu sebesar 172763,0, hal ini 
menunjukkan bahwa jika jumlah anggota naik maka SHU akan 
naik, dengan asumsi variabel lainnya konstan.  
c. Koefisien regresi parsial variabel modal sendiri (b2) bernilai positif 
dan signifikan pada level 5% yaitu sebesar 0,019821, hal ini 
menunjukkan bahwa jika modal sendiri semakin meningkat, maka 
jumlah SHU akan naik, dengan asumsi variabel lainnya konstan.   
d. Koefisien regresi parsial variabel modal luar (b3) bernilai positif 
yaitu sebesar 0,029060, hal ini menunjukkan bahwa jika modal 
luar semakin meningkat, maka jumlah SHU akan naik, dengan 
asumsi variabel lainnya konstan.   
b. Uji t 
  Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-
masing variabel independen secara individu. Pengujian regresi 
digunakan pengujian dua arah (two tailed test) dengan menggunakan α 
= 5% yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah sebesar 95%. Hasil 
perhitungan uji dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
Tabel IV.14. Rangkuman Hasil Uji t 
 
Variabel  t-hitung P  value Kesimpulan 
Jumlah anggota 2,4756 0,0196 Ho ditolak 
Modal sendiri 1,2487 0,2221 Ho diterima 
Modal luar 1,8096 0,0811 Ho diterima 
           Keterangan : Diolah dari data primer, 2008. 
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 Dari hasil uji t pada tabel IV. 14 di atas diperoleh hasil bahwa 
variabel jumlah anggota mempunyai nilai probabilitas signifikan level  
dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,0196 (jumlah anggota), berarti P < 0,05, 
maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel jumlah anggota dan 
modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap SHU.  
Sedangkan untuk variabel modal luar dan modal sendiri mempunyai 
probabilitas di atas 0,05 yaitu sebesar 0,0811 (modal luar) dan 0,2221, 
(modal sendiri) berarti p > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
artinya modal luar dan modal sendiri tidak berpengaruh signifikan 
terhadap SHU. 
c. Uji F (Secara Bersama-sama) 
Uji F adalah untuk mengetahui apakah variabel jumlah anggota, 
modal sendiri dan modal luar secara bersama-sama mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap terhadap SHU. Dari hasil analisis 
diperoleh nilai F hitung sebesar 12,402 dengan probabilitas signifikan 
level sebesar 0,000024, karena nilai probabilitas Fhitung (0,000024) 
lebih kecil dari 0,05. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, dengan 
demikian terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari jumlah 
anggota, modal sendiri dan modal luar secara bersama-sama terhadap 
SHU. 
d. Koefesien Determinasi 
Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program Eview, 
dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi 
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atau R2 sebesar 0,5706. Hal ini berarti 57,06% variasi SHU dijelaskan 
oleh variasi perubahan jumlah anggota, modal sendiri dan modal luar. 
Sementara sisanya sebesar 42,94% diterangkan oleh faktor lain yang 
tidak ikut terobservasi. 
e. Pengujian Asumsi Klasik 
Untuk mengetahui parameter dalam model yang digunakan adalah 
shahih maka penelitian harus diuji mengenai asumsi klasik dari regresi 
model sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi  
multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk 
menguji/mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik 
menggunakan alat bantu komputer program Eview. 
1) Uji Multikolinieritas 
 Multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan 
linier diantara variabel independen yang digunakan dalam model. 
Metode untuk menguji adanya multikolinieritas menggunakan uji 
Klein. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R2 semua hubungan 
antara variabel independen dibawah R2 model pertama. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam 
model regresi sehingga model tersebut reliable sebagai dasar 






Tabel IV.15. Hasil Uji  Multikolinieritas 
 














Bebas  Multikolinieritas 
Bebas  Multikolinieritas 
           Sumber: Hasil Pengolahan Data  
 
2) Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji White, dengan 
melakukan regresi auxiliary terhadap kuadrat residu. Hasil regresi 
auxiliary menujukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,259 dan nilai 
Observasi R2 sebesar 9,588, sedangkan nilai chi square tabel pada 
df : 9 sebesar 16,92. Kemudian nilai Observasi R square kita 
bandingkan dengan nilai chi square tabel. Ha berhasil ditolak dan 
Ho diterima, hal ini ditunjukkan dari nilai chi square tabel lebih 
besar dari chi square hitung (16,92 > 9,588), berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
3) Autokorelasi 
Auto korelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan antara 
unsur-unsur variabel gangguan (disturbance term) dalam suatu 
rangkaian data runtun waktu (time series). Untuk melihat adanya 
auto korelasi dalam penelitian ini digunakan metode Durbin-
Watson (D-W). Hasil perhitungan berdasarkan bantuan komputer 
diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel IV.16. Hasil Uji Autokorelasi 
 
Model D-W dL dU 4-dU 4-dL Hasil 
Nilai 
 
1,9298 1,24 1,65 2,35 2,76 Bebas 
autokorelasi 
             Sumber : Hasil olah data 
Hasil dari tabel diatas nilai D-W berada diantara d4 sampai 4-dU  
(1,65 ≤ 1,9298 ≤ 2,35) berarti pengujian autokorelasi dalam 
penelitian ini adalah bebas autokorelasi. 
 Kesimpulan dari asumsi klasik dari penelitian ini adalah 
pertama tidak terjadi multikolinieritas, hasil analisis menunjukkan 
bahwa nilai R2 semua hubungan antara variabel independent 
dibawah R2 model pertama sehingga model tersebut reliable 
sebagai dasar analisis. Kedua tidak terjadi heteroskedastisitas, hal 
ini ditunjukkan dari nilai chi square tabel lebih besar dari chi 
square hitung (12,59 > 9,588) dari uji white. Ketiga tidak ada auto 
korelasi. Auto korelasi menggambarkan adanya korelasi berurutan 
antara unsur-unsur variabel gangguan dalam suatu rangkaian data 
runtun waktu. Dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin 
Watson (D-W). Hasil dari perhitungan itu yaitu 1,9298 berarti 
tidak ada autokorelasi. 
  
C. Analisis Ekonomi 
     Hasil analisis menunjukkan bahwa SHU dipengaruhi secara signifikan 
oleh jumlah anggota. Hal ini menunjukkan besarnya SHU yang mampu 
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dihimpun koperasi ditentukan oleh banyaknya anggota. Dengan anggapan 
bahwa faktor lainnya tetap, apabila jumlah anggota tinggi maka besarnya SHU 
juga akan besar, karena semakin banyak anggota maka transaksi yang bisa 
dilakukan di koperasi pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan kajian 
teoritis yang mengatakan bahwa SHU semakin besar apabila partisipasi 
anggota dalam usaha koperasi juga semakin meningkat. Partisipasi anggota 
misalnya saja dengan membeli barang-barang dari koperasi, meminjam atau 
menabung di koperasi dan lain sebagainya. 
     Dana yang dimiliki koperasi dari berbagai sumber (seperti modal luar 
dan modal sendiri) digunakan dalam berbagai usahanya diantara bidang 
usahanya seperti unit simpan pinjam dan penyedia barang-barang konsumsi. 
Dengan adanya usaha tersebut seluruh anggota koperasi diharapkan 
memanfaatkan fasilitas tersebut seefektif mungkin dengan menjadi 
pelanggannya, sehingga dengan anggota yang semakin banyak, transaksi yang 
dilakukan di koperasi pun semakin banyak pada akhirnya berpengaruh pada 
jumlah keuntungan yang diterima oleh koperasi juga meningkat. Karena 
seperti biasanya bila transaksi-transaksi yang terjadi dalam bidang usaha 
koperasi semakin tinggi frekuensinya, maka keuntungan yang diperoleh pun 
juga semakin besar pula keuntungannya, sehingga pembagian SHU akan 
meningkat pula. 
     SHU yang dibagikan kepada anggota sesuai dengan jasa usaha yang 
dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi sesuai dengan 
ketentuan dalam rapat anggota, sehingga bila anggota semakin banyak maka 
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kesempatan bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya dengan partisipasi 
anggota juga semakin meningkat. Hal inilah yang diharapkan oleh semua 
koperasi. Pada penelitian ini jumlah anggota mempengaruhi SHU koperasi. 
Hal ini karena semakin banyak partisipasi anggota maka semakin banyak pula 
transaksi yang dilakukan sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya SHU 
yang akan dibagikan karena balas jasa koperasi terhadap anggota. 
     Jumlah modal sendiri yang ada dan digunakan sebagai modal usaha 
seharusnya bisa digunakan anggota dan dikelola pengurus semaksimal 
mungkin. Maka agar anggota juga mendapat bagian SHU yang besar, dana 
tadi dapat digunakan seoptimal mungkin. Sehingga dengan dana yang besar 
perputaran dananya pun juga akan semakin luas yaitu digunakan untuk modal 
usaha unit-unit usaha lainnya dan perputaran roda ekonomi koperasi. Sehingga 
transaksi usahanya juga semakin besar yang berpengaruh terhadap SHU. 
Dalam penelitian ini modal sendiri tidak mempengaruhi secara signifikan 
terhadap SHU. Hal ini mungkin karena koperasi tidak bisa mengolah dana 
yang ada tadi sehingga dana tadi hanya mengendap di koperasi saja melainkan 
dana yang seharusnya digunakan untuk usaha para anggota koperasi misalnya 
saja untuk jasa peminjaman koperasi telah mengenakan prosedur yang sulit 
sehingga anggota tidak mau memanfaatkan dana yang tersedia tadi untuk 
dipinjam. Dengan apa yang dilakukan oleh para anggota tadi maka tidak akan 
terjadi transaksi peminjaman dana Jumlah modal sendiri yang tinggi tidak 
menentukan jumlah SHU yang akan diperoleh koperasi. Karena dana yang 
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tidak bisa digunakan sebagai modal koperasi dan tidak bisa dimanfaatkan 
dengan lebih optimal.  
     SHU di dalam sebuah koperasi mendapat tempat yang penting dalam 
menunjang kinerjanya. Hampir seluruh anggota selalu mengharapkan nominal 
SHU yang akan diterima selalu tinggi, yang menentukan bahwa rentabilitas 
koperasi tersebut juga tinggi. Di lain pihak keaktifan anggota dalam bidang-
bidang usaha koperasi turut menunjukkan peningkatan pemahaman dan 
kesadaran anggota koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi tersebut 
sekaligus mengefektifkan kinerja koperasi tersebut. 
     Modal luar dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan, hal ini 
menunjukkan bahwa modal dari luar koperasi belum mampu menambah 
modal kerja secara signifikan. Modal luar yang tersedia tidak dapat 
dimanfaatkan secara optimal baik itu oleh anggota maupun pengurus koperasi, 
sehingga tidak mempengaruhi jumlah SHU. Kemungkinan pengurus kurang 
jeli dalam menangkap adanya peluang untuk memperoleh modal pinjaman 
yang lebih banyak lagi. Dana yang tersedia yang termanfaatkan secara optimal 
hanya sebagian kecil saja dan yang lainnya kurang dapat dikelola dengan baik. 
Dan juga hal ini karena jumlah modal yang besar menuntut pengelola 
bertindak profesional. Namun dalam koperasi ini pengurus koperasi ternyata 
kurang memiliki keahlian manajemen yang cukup hal ini karena pengurus 
kurang mendapatkan pendidikan tentang perkoperasian Selain itu suntikan 
modal tidak mempengaruhi banyak sedikitnya penjualan, dengan demikian 
tidak memnpengaruhi SHU. Modal yang didapat dari luar koperasi hendaknya 
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terus ditingkatkan, karena dana yang tersedia dapat menjadi tambahan untuk 
modal koperasi dalam usahanya. Dapat disimpulkan besarnya SHU koperasi 
tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah anggota, modal 









































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh jumlah 
anggota, modal sendiri dan modal luar terhadap SHU. Berdasarkan hasil 
analisis pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Koefisien regresi variabel jumlah anggota bernilai positif dan signifikan 
pada level 5% yaitu sebesar 172763, hal ini menunjukkan bahwa jika 
jumlah anggota naik maka SHU akan naik dengan asumsi variabel lainnya 
konstan. Jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap SHU, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,0196 (p < 0,05), berarti 
hipotesis pertama yang menyatakan “Diduga jumlah anggota berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap besarnya SHU koperasi”, terbukti. 
Besarnya SHU yang mampu dihimpun koperasi ditentukan oleh besarnya 
jumlah anggota. Dengan anggapan bahwa faktor yang lain tetap, apabila 
jumlah anggota tinggi maka besarnya SHU juga akan besar pula, karena 
semakin banyak transaksi usaha yang terjadi di koperasi.  
2. Koefisien regresi variabel modal sendiri bernilai positif dan signifikan 
pada level 5% yaitu sebesar 0,019821, hal ini menunjukkan bahwa jika 
modal sendiri semakin meningkat maka jumlah SHU akan naik dengan 
asumsi varibel lainnya konstan. Modal sendiri berpengaruh signifikan 
terhadap SHU, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,2221 (p 
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> 0,05), berarti hipotesis kedua yang menyatakan “Diduga modal sendiri 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap besarnya SHU koperasi”, 
tidak terbukti. Modal sendiri yang tinggi tidak akan menentukan jumlah 
SHU yang akan dihasilkan. Karena dana yang tersedia tidak akan bisa 
dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mencapai tujuan koperasi. Dimana 
dana tersebut yang tersedia tidak dapat digunakan untuk kepentingan 
koperasi dan anggota. 
3. Koefisien regresi variabel modal luar bernilai positif yaitu sebesar 
0,029060, hal ini menunjukkan bahwa jika modal luar semakin meningkat,  
maka SHU akan naik dengan asumsi variabel lainnya konstan. Modal luar 
berpengaruh signifikan terhadap SHU, hal ini ditunjukkan oleh nilai 
signifikansi sebesar 0,2813 (p > 0,05), berarti hipotesis ketiga yang 
menyatakan “Modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
besarnya SHU koperasi”, tidak terbukti. Penyebabnya dengan semakin 
tinggi jumlah modal yang dihimpun maka tuntutan pengelolaan Koperasi 
Pegawai Negeri juga semakin dituntut lebih professional, di penelitian ini 
kemungkinan pengurus koperasi kurang dapat mengelola modal luar yang 
telah berhasil diperoleh yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal 
koperasi tersebut. Sumber Daya Manusia yang dimiliki koperasi 
kemungkinan masih lemah, sehingga mereka masih kurang cakap dalam 
mengelola modal yang tersedia. Pengurus koperasi masih kurang 
keprofesionalannya dalam mengelola koperasi sehingga dana yang ada 
tidak dapat termanfaatkan secara optimal. Selain itu jika suntikan dana 
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tidak menambah penjualan kemungkinannya adalah modal luar tersebut 
tidak bisa mempengaruhi SHU. 
4. Secara keseluruhan faktor-faktor seperti variabel jumlah anggota, modal 
sendiri dan modal luar koperasi signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal 
ini menunjukkan semua variabel independen mempengaruhi variabel SHU 
koperasi. Pernyataan ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 12,402 
dengan probabilitas sebesar 0,000024 karena nilai probabilitas F hitung 
(0,000024) lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh signifikan jumlah 
anggota, modal luar dan modal sendiri. 
5. Melihat dari uji  2R  ternyata masih banyak variabel lain diluar model yang 
turut mempengaruhi atau menerangkan variabel dependen sekitar 42,94% 
variabel lain masih bisa menerangkan selain dari variabel jumlah anggota, 
jumlah modal sendiri dan modal luar. 
 
B. Saran 
1. Jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU, oleh 
karena itu bagi koperasi untuk meningkatkan pendapatan dapat dilakukan 
lagi dengan menambah variabel jumlah anggota agar SHU meningkat, 
sehingga biaya operasional meningkat dan keuntungan juga meningkat. 
2. Jumlah modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU, perlu 
adanya pendidikan bagi pengurus untuk dapat mengolah modal sendiri dan 
mengajak para anggota untuk tetap membayar simpanan pokok dan 
simpanan wajib sehingga modal sendiri dapat dimanfaatkan seoptimal 
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mungkin dan akhirnya dengan dana yang besar perputaran dananya pun 
juga semakin luas yaitu digunakan untuk modal usaha unit-unit usaha 
lainnya dan perputaran roda ekonomi koperasi dan tidak hanya mengendap 
di koperasi tersebut. 
3. Modal luar tidak berpengaruh signifikan terhadap koperasi. Koperasi 
diharapkan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusianya, terutama 
pengelola koperasi. Pengelola koperasi baik itu komisaris, direksi maupun 
pengurus haruslah memiliki potensi yang besar atau kecakapan yang layak 
dimiliki oleh seorang praktisi koperasi. Hal ini juga berkenaan dengan 
kinerja koperasi agar mencapai titik optimal sesuai dengan yang 
diharapkan oleh anggota dan siapapun yang berkaitan dengan koperasi 
sehingga dengan dana yang tersedia dapat mengolahnya dan dapat 
dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi anggotanya dan kepentingan 
bersama. 
4.  Bagi peneliti lain sebaiknya menambah jumlah variabel, karena dengan 
tiga variabel hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 57,1%, berarti 
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 Lampiran 1.  Tabulasi Data 
 
Nama Koperasi (KPRI) SHU 
Jumlah 
Anggota Modal Sendiri Modal Luar Asset 
1    SMP N 8 Surakarta      35,706,797  66 215,560,781 74,151,094 325,418,672 
2    SMK N 7 Surakarta      12,255,800  58 155,945,890 86,691,310 254,893,000 
3    PERKES      14,357,614  77 293,816,343 48,688,218 356,862,175 
4    PUJT      89,153,065  216 664,719,996 106,558,873 860,431,934 
5    Mekar Sejati      19,162,900  72 428,369,200 466,676,801 914,208,901 
6    SMA N 7 Surakarta      11,991,850  60 270,148,103 613,051,424 895,191,377 
7    SMP N 5 Surakarta      34,385,000  87 281,133,253 188,459,315 503,977,568 
8    K3S SMUN 6 Surakarta      66,123,635  127 559,924,444 433,130,936 1,059,179,015 
9    Makarya    155,754,490  457 339,500,158 1,627,214,000 2,122,468,648 
10  Mulya Makmur      12,575,550  99 255,008,415 305,289,075 572,873,040 
11  Gotong Royong      12,831,252  69 257,940,128 241,074,558 511,845,938 
12  Sejahtera SMPN 26 Ska      25,804,092  60 184,098,376 300,601,028 510,503,496 
13  Ikhlas      40,000,000  219 1,334,279,481 435,988,980 1,810,268,461 
14  Sido Makmur      19,087,186  125 411,020,982 262,971,810 693,079,978 
15  SMPN 15 Surakarta      23,714,870  75 194,996,285 151,921,925 370,633,080 
16  Tugu Lilin      12,389,660  79 358,109,672 289,387,869 659,887,201 
17  Unisri    151,783,891  248 844,841,798 960,384,732 1,957,010,421 
18  Fajar      11,500,000  149 177,052,043 140,699,707 329,251,750 
  
19  Utami      21,031,766  324 468,127,916 326,403,728 815,563,410 
20  Bhakti Praja        6,817,050  193 44,824,263 4,798,766 56,437,079 
21  Urip Raharjo        2,913,350  115 155,657,448 111,604,082 270,174,880 
22  Keluarga      23,344,612  96 240,089,249 129,141,398 392,575,259 
23  SMAN 2 Surakarta      25,450,550  94 218,749,200 82,663,265 326,863,015 
24  Panggung      19,662,579  55 137,877,584 102,211,058 259,751,221 
25  Sejahtera      44,544,000  237 796,115,715 1,099,134,021 1,939,793,736 
26  Bhakti Sejahtera      22,012,953  109 371,937,585 113,134,552 507,085,090 
27  Kosema      34,252,616  125 348,721,184 185,172,720 568,146,520 
28  Rukun Handayani      19,785,569  98 225,758,416 97,690,619 343,234,604 
29  Karya Seni      29,227,169  74 198,862,254 214,643,494 442,733,017 
30  Perindustrian Surakarta      17,500,000  59 202,200,760 110,166,950 329,877,710 
31  SMEA 1 Surakarta      21,597,175  53 178,362,471 146,845,314 346,804,960 










 Lampiran 2. Regression 
 
Dependent Variable: Y 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/09   Time: 14:03 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -5417143. 8715625. -0.621544 0.5393 
X1 172763.0 69785.33 2.475635 0.0196 
X2 0.019821 0.015873 1.248694 0.2221 
X3 0.029060 0.016058 1.809751 0.0811 
R-squared 0.570579     Mean dependent var 33178929 
Adjusted R-squared 0.524569     S.D. dependent var 35866995 
S.E. of regression 24730828     Akaike info criterion 37.00147 
Sum squared resid 1.71E+16     Schwarz criterion 37.18468 
Log likelihood -588.0235     F-statistic 12.40134 




























Lampiran 4. Autocorrelation test :  
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 0.631431     Probability 0.539790 
Obs*R-squared 1.482293     Probability 0.476567 
     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/09   Time: 14:05 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2282292. 9063225. -0.251819 0.8032 
X1 12548.93 72668.70 0.172687 0.8642 
X2 0.001991 0.016203 0.122910 0.9031 
X3 9.57E-05 0.016886 0.005668 0.9955 
RESID(-1) 0.018557 0.201698 0.092002 0.9274 
RESID(-2) -0.226870 0.202426 -1.120756 0.2726 
R-squared 0.046322     Mean dependent var 1.40E-09 
Adjusted R-squared -0.137078     S.D. dependent var 23503732 
S.E. of regression 25062937     Akaike info criterion 37.07904 
Sum squared resid 1.63E+16     Schwarz criterion 37.35386 
Log likelihood -587.2646     F-statistic 0.252572 























Lampiran 5. Heteroskedasticity Test: 
 
White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 1.748773     Probability 0.143965 
Obs*R-squared 9.587609     Probability 0.143128 
     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/09   Time: 14:04 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 5.68E+14 5.68E+14 0.999310 0.3285 
X1 5.88E+09 6.80E+12 0.000865 0.9993 
X1^2 -1.03E+10 2.57E+10 -0.402040 0.6915 
X1*X2 32844.26 10882.74 3.018014 0.0063 
X1*X3 -2097.085 7361.256 -0.284881 0.7784 
X2 -5682898. 2461364. -2.308841 0.0307 
X2^2 0.001522 0.001049 1.451216 0.1608 
X2*X3 5.41E-06 0.002232 0.002423 0.9981 
X3 1693222. 1643463. 1.030277 0.3141 
X3^2 -0.000804 0.001553 -0.517367 0.6101 
R-squared 0.259125     Mean dependent var 0.417640 
Adjusted R-squared 0.110949     S.D. dependent var 0.562606 
S.E. of regression 0.530478     Akaike info criterion 1.738581 
Sum squared resid 8.442201     Schwarz criterion 2.043349 
Log likelihood -25.16374     F-statistic 1.748773 



















Lampiran 3. Multicolinearity test :  
 
Dependent Variable: X1 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/09   Time: 14:06 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 65.78004 19.71432 3.336663 0.0023 
X2 2.86E-08 4.19E-08 0.683185 0.4999 
X3 1.57E-07 3.13E-08 5.006090 0.0000 
R-squared 0.501308     Mean dependent var 127.2188 
Adjusted R-squared 0.466916     S.D. dependent var 90.13171 
S.E. of regression 65.80752     Akaike info criterion 11.30041 
Sum squared resid 125588.2     Schwarz criterion 11.43782 
Log likelihood -177.8065     F-statistic 14.57608 
Durbin-Watson stat 1.255091     Prob(F-statistic) 0.000042 
 
 
Dependent Variable: X2 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/09   Time: 14:06 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 2.57E+08 90131500 2.847926 0.0080 
X1 553304.3 809889.2 0.683185 0.4999 
X3 0.100225 0.186925 0.536177 0.5959 
R-squared 0.079479     Mean dependent var 3.60E+08 
Adjusted R-squared 0.015995     S.D. dependent var 2.92E+08 
S.E. of regression 2.89E+08     Akaike info criterion 41.89297 
Sum squared resid 2.43E+18     Schwarz criterion 42.03039 
Log likelihood -667.2876     F-statistic 1.251952 
Durbin-Watson stat 1.418573     Prob(F-statistic) 0.300945 











Dependent Variable: X3 
Method: Least Squares 
Date: 05/28/09   Time: 14:07 
Sample: 1 32 
Included observations: 32 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -85254020 99538929 -0.856489 0.3987 
X1 2958959. 591071.9 5.006090 0.0000 
X2 0.097939 0.182663 0.536177 0.5959 
R-squared 0.498256     Mean dependent var 3.26E+08 
Adjusted R-squared 0.463653     S.D. dependent var 3.91E+08 
S.E. of regression 2.86E+08     Akaike info criterion 41.86990 
Sum squared resid 2.37E+18     Schwarz criterion 42.00732 
Log likelihood -666.9184     F-statistic 14.39920 
Durbin-Watson stat 1.396433     Prob(F-statistic) 0.000045 
 
 
